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ABSTRAK 
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR   
DI KABUPATEN PANGKEP 
 
Analysis of Factors That Influence The Motor Vehicle Tax  
In Pangkep District 
 
Jamila Fitrahma Aisyah Lukman 
M. Deng Siraja 
Syahrir 
 
Pajak kendaraan bermotor adalah salah satu pajak daerah yang berkontribusi 
besar terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Pangkep. Penelitian ini 
bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan 
pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Pangkep. Faktor- faktor yang diduga 
memengaruhi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Pangkep 
adalah jumlah penduduk, jenis kendaraan bermotor dan pendapatan perkapita. 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder 2005-2014. Hasil 
dari penelitian ini mengindikasikan bahwa jumlah penduduk, jenis kendaraan 
bermotor dan pendapatan perkapita mempengaruhi penerimaan pajak 
kendaraan bermotor di Kabupaten Pangkep. Selain meningkatkan penerimaan 
pajak kendaraan bermotor, DPKD (Dinas Pengelola Keuangan Daerah) dapat 
meningkatkan servis dalam proses pembayaran pajak kendaraan bermotor dan 
melakukan sosialisasi kewajiban wajib pajak. 
 
Kata kunci: pajak kendaraan bermotor, jumlah penduduk, jenis kendaraan 
bermotor, pendapatan perkapita 
 
 
Motor vehicle tax is one of local tax that contributed greatly to the revenue of 
Local Taxes in Pagkep District. This research aims to analyze the factors that 
influence revenue of motor vehicle tax in Pangkep District. The factors suspected 
to affect revenue of motor vehicle tax in Pangkep District are number of 
population, type of motor vehicle and per capita income. The data used in this 
study is secondary data 2005-2014. The result of this study indicate that number 
of population, type of motor vehicle and per capita income affect the revenue of  
Vehicle Taxes in Pangkep District. In addition to increasing the revenue of the 
motor of vehicle tax, DPKD (Dinas Pengelola Keuangan Daerah) can improve 
services in the motor vehicle tax payment process and sosialize taxpayer liability. 
 
Keyword: motor vehicle tax, number of population, type of motor vehicle, per 
capita income 
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1 
B A B  I 
P E N D A H U L U A N 
 
 
1.1 Latar Belakang  
Masyarakat Sulawesi Selatan sejak lama telah mencanangkan suatu 
gerakan pembangunan yang dikenal dengan istilah pembangunan nasional. 
Pembangunan nasional adalah kegiatan pembangunan yang berlangsung secara 
terus-menerus yang sifatnya memperbaiki dan bertujuan untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat. Pembangunan nasional diawali dengan 
pembangunan pondasi ekonomi yang kuat sehingga menciptakan pertumbuhan 
ekonomi. Untuk itu pemerintah harus berusaha meningkatkan pendapatan guna 
menunjang keberhasilan pembangunan. Keberhasilan pembangunan dapat 
tercapai dengan adanya penerimaan yang kuat, di mana sumber pembiayaan 
diusahakan tetap bertumpu pada penerimaan dalam negeri baik migas maupun 
non migas serta pajak. 
Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara di samping 
penerimaan dari sektor migas dan ekspor barang–barang non migas. Sebagai 
salah satu penerimaan negara pajak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan 
pemerintah maupun untuk meningkatkan kegiatan masyarakat dan 
perekonomian. Pelaksanaan pembangunan disegala bidang berlangsung secara 
berkesinambungan dan ditujukan untuk kemakmuran rakyat (Suparmoko, 2002). 
Dalam konteks pembangunan, bangsa Indonesia sejak telah 
mencanangkan suatu gerakan pembangunan yang dikenal dengan istilah 
pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah kegiataan yang 
berlangsung terus menerus dan bersinambungan yang bertujuan untuk 
meningkatkan kesejahteraan rakyat baik yang bersifat material maupun spritual. 
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Untuk itu pemerintah harus berusaha meningkatkan pendapatan dalam rangka 
mencapai tujuan pembangunan. Untuk menunjang keberhasilan pembanguan 
diperlukan penerimaan yang kuat, di mana sumber pembiayaan diusahakan 
tetep bertumpu pada penerimaan dalam negeri dan penerimaan dari sumber-
sumber luar negeri hanya sebagai pelengkap (Koswara, 2001). 
Kusumah (2001) menjelaskan kemandirian pembangunan diperlukan baik 
ditingkat pusat maupun ditingkat daerah. Hal ini tidak terlepas dari keberhasilan 
penyelenggaraan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota yang merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintah pusat dengan kebijaksanaannya. 
Kebijakan tentang keuangan daerah ditempuh oleh pemerintah pusat agar 
pemerintah daerah mempunyai kemampuan membiayai pembagunan daerahnya 
sesuai dengan prinsip daerah otonomi yang nyata. Menurut UU No.32 Tahun 
2004 pasal 1 pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban 
daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. Adapun K.J. Davey (1998) berpendapat bahwa salah satu faktor 
pendukung penentu keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah adalah 
kemampuan daerah untuk membiayai pelaksanaan kekuasaan/kewenangan 
yang dimiliki oleh masing-masing daerah, di samping faktor-faktor lain seperti 
kemampuan personalia di daerah dan kelembagaan pemerintah daerah. 
Pelaksanaan otonomi daerah yang dititikberatkan pada Daerah 
Kabupaten dan Daerah Kota dimulai dengan adanya penyerahan sejumlah 
kewewenangan (urusan) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang 
bersangkutan. Penyerahan berbagai kewenangan dalam rangka desentralisasi 
ini tentunya harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan. 
Sumber pembiayaan yang paling penting adalah sumber pembiayaan yang 
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dikenal dengan istilah PAD (Pendapatan Asli Daerah) di mana komponen 
utamanya adalah penerimaan yang berasal dari komponen pajak daerah dan 
retribusi daerah termasuk di dalamnya pajak kendaraan bermotor. 
Salah satu jenis pajak yang memiliki potensi yang semakin meningkat 
seiring dengan kemajuan teknologi dan standar kebutuhan sekunder menjadi 
primer adalah pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 
28 Tahun 2009 Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan 
atau penguasaan kenderaan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua 
kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan 
darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya 
yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi 
tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat 
dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor yang 
tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di 
air. Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dewasa ini didasarkan pada 
ketentuan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 pasal 3-8. Penerapan pajak 
kendaraan bermotor pada suatu daerah provinsi didasarkan pada peraturan 
daerah provinsi yang bersangkutan yang merupakan landasan hukum 
operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak 
kendaraan bermotor di daerah provinsi yang bersangkutan serta keputusan 
gubernur yang mengatur tentang pajak kendaraan bermotor sebagai aturan 
pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak kendaraan bermotor pada provinsi 
dimaksud. 
Terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah, terjadi melalui proses 
penyerahan sejumlah kekuasaan/kewenangan dari pemerintah pusat ke 
pemerintah daerah di mana implementasi kebijakan desentralisasi memerlukan 
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banyak faktor pendukung. Salah satu faktor pendukung yang secara signifikan 
menentukan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah adalah kemampuan 
daerah untuk membiayai pelaksanaan kekuasaan/ kewenangan yang dimilikinya, 
di samping faktor-faktor lain seperti kemampuan personalia di daerah dan 
kelembagaan pemerintah daerah. 
Penerimaan pemerintah yang paling sentral adalah pajak, sumbangan 
pajak bagi anggaran pemerintah sangat besar, sehingga peran pajak begitu 
sentral. Untuk itu pemerintah selalu berupaya meningkatkan pendapatan dari 
sektor pajak, melalui upaya-upaya pemberantasan mafia pajak. Pemerintah saat 
ini memperbaiki sistem pajaknya karena sistem lama dianggap banyak 
mempunyai kelemahan-kelemahan ini dilakukan untuk mengamankan 
pendapatan negara dari sektor pajak agar tidak bocor, upaya ini dilakukan agar 
penerimaan negara dari pajak dari tahun-tahun terus meningkat.  
Kemandirian pembangunan diperlukan baik ditingkat pusat maupun 
ditingkat daerah. Hal ini tidak terlepas dari keberhasilan penyelenggaraan 
pemerintahan propinsi maupun kabupaten atau kota yang merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari pemerintah pusat dengan kebijakannya. Kebijakan 
tentang keuangan daerah ditempuh oleh pemerintah pusat agar pemerintah 
daerah mempunyai kemampuan untuk membiayai pembangunan daerahnya 
sesuai dengan prinsip daerah otonomi.  
Pembiayaan daerah dahulu, berasal dari pemerintah pusat saja. Dengan 
adanya otonomi, pembiayaan tidak hanya berasal dari pusat saja akan juga 
berasal dari daerahnya sendiri, sehingga pemerintah daerah berusaha 
meningkatkan pendapatan asli daerah itu sendiri. Untuk meningkatkan 
pendapatan asli daerah pemerintah berusaha memperbaiki sistem pajak 
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daerahnya. Pajak daerah merupakan pendapatan yang paling besar yang 
diperoleh daerah. 
Kabupaten Pangkep merupakan salah satu kabupaten yang ada di 
Provinsi Sulawesi Selatan. Guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 
pemerintah Kabupaten Pangkep berusaha untuk meningkatkan pendapatan asli 
daerah salah satunya melalui pajak daerah termasuk pajak kendaraan bermotor. 
Dalam perkembangan kendaraan bermotor yang semakin meningkat tiap 
tahunnya di Kabupaten Pangkep, tidak tertutup kemungkinan untuk 
meningkatkan penerimaan dari sektor penerimaan pajak kendaraan bermotor. 
Pendapatan asli daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor dapat dikatakan 
cukup berpotensi dan dapat memberikan kontribusi yang cukup berarti dalam 
menunjang pemasukan keuangan daerah.  
 
Tabel 1.1.  Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor 2009 – 2014 di 
Kabupaten Pangkep 2009-2014 (dalam Rupiah) 
Tahun Pajak Kendaraan Bermotor (Rp) 
2009 18.123.360.000  
2010 19.324.990.700  
2011 20.623.161.000  
2012 32.505.419.000  
2013 60.489.549.000  
2014 97.380.000.000  
Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkep, 2015. 
 
Berdasarkan data pada tabel 1.1. maka dapat dijelaskan bahwa 
penerimaan dari pajak kendaraan bermotor mengalami peningkatan dari tahun 
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2009 hingga tahun 2014. Terbukti pada tahun 2009 penerimaan pajak kendaraan 
bermotor mencapai sebesar Rp.18.123.360.000,- dan mengalami peningkatan 
pesat di tahun 2014 yaitu Rp. 97.380.000.000,- 
Untuk meningkatkan realisasi pajak kendaraan bermotor, pemerintah 
dapat mengatur upaya melalui kebijakannya sendiri sehingga dapat mengetahui 
faktor-faktor apa saja yang dapat meningkatkan potensi penerimaan pajak 
kendaraan di Kabupaten Pangkep. 
Berdasarkan uraian di atas maka penulis mengambil judul skripsi 
“Analisis Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Pajak Kendaraan Bermotor Di 
Kabupaten Pangkep”. 
 
1.2   Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas sebelumnya pajak 
kendaraan bermotor di Kabupaten Pangkep memberikan kontribusi yang cukup 
besar dalam meningkatkan pendapatan daerah. Sehubungan dengan itu, target 
pajak yang terus ditingkatkan setiap tahunnya dan realisasi yang telah dicapai 
selalu melebihi target yang telah ditentukan mengindikasikan bahwa target yang 
ditetapkan masih jauh dari potensi yang bisa didapatkan sehingga potensi 
penerimaan pajak kendaraan bermotor belum optimal. Untuk mengoptimalkan 
potensi penerimaan pajak kendaraan bermotor perlu diketahui faktor-faktor apa 
saja yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak kendaraan bermotor. Dari 
rumusan permasalahan tersebut maka dirumuskan pertanyaan penelitian 
sebagai berikut :  
a. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk terhadap penerimaan Pajak 
Kendaraan Bermotor di Kabupaten Pangkep?  
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b. Bagaimana pengaruh jenis kendaraan bermotor terhadap penerimaan Pajak 
Kendaraan Bermotor di Kabupaten Pangkep? 
c. Bagaimana pengaruh pendapatan perkapita terhadap penerimaan Pajak 
Kendaraan Bermotor di Kabupaten Pangkep? 
 
1.3   Tujuan Penelitian 
Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, maka 
dikemukakan tujuan penelitian adalah:  
a. Mengidentifikasi pengaruh jumlah penduduk terhadap penerimaan Pajak 
Kendaraan Bermotor di Kabupaten Pangkep. 
b. Mengidentifikasi pengaruh jenis kendaraan bermotor terhadap penerimaan 
Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Pangkep. 
c. Mengidentifikasi pengaruh pendapatan perkapita terhadap penerimaan 
Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Pangkep. 
 
1.4   Kegunaan Penelitian 
 
Adapun kegunaan penelitian adalah: 
a.   Bagi peneliti, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperkaya 
ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai peran dan kontribusi pajak 
khususnya Pajak Kendaraan Bermotor.  
b.  Bagi pemerintah dan pihak yang terkait, diharapkan penelitian ini dapat 
dijadikan sebagai bahan masukan bagi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan 
Aset Daerah Kabupaten Pangkep guna meningkatkan Pajak Kendaraan 
Bermotor di Kabupaten Pangkep di masa yang akan datang.  
c.  Bagi masyarakat, penelitian ini diharap dapat memberikan informasi tentang 
besarnya kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap proses 
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pembangunan daerah sehingga masyarakat taat dan patuh terhadap hukum 
pajak dan tidak lalai membayar pajak yang sudah menjadi kewajibannya.  
d.  Bagi ilmu pengetahuan, diharapkan penelitian ini dapat menjadi dasar acuan 
bagi pengembangan penelitian selanjutnya dan pengembangan ilmu 
pengetahuan dalam bidang pajak khususnya Pajak Kendaraan Bermotor di 
waktu yang akan datang. 
 
1.5   Sistematika Penulisan 
Untuk mengetahui lebih jauh kerangka penulisan, maka dapat dilihat pada 
sistematika penulisan sebagai berikut: 
Bab I Pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan 
penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan. 
Bab II  Tinjauan pustaka terdiri dari pajak mencakup: pengertian pajak, jenis dan 
fungsi pajak, asas pengutan pajak, cara pemungutan pajak, sistem 
pemungutan pajak, dan syarat pemungutan pajak; Pengertian pajak 
daerah mencakup ciri-ciri pajak daerah, prinsip pemungutan pajak 
daerah, asas pemungutan pajak daerah, dan tolak ukur suatu pajak 
daerah; Pengertian pajak kendaraan bermotor; Sejarah pajak kendaraan 
bermotor; Dasar hukum pajak kendaraan bermotor; Objek dan wajib pajak 
kendaraan bermotor; Jenis kendaraan bermotor; Masa pajak dan SPTD; 
Ketetapan pajak; Tata cara pembayaran dan penagihan PKB; Dasar 
perhitungan dan tarif PKB; Keberatan dan banding; Sanksi atas PKB; 
Pendapatan perkapita serta Hipotesis penelitian. 
Bab III Metode penelitian yang terdiri dari rancangan penelitian, tempat dan 
waktu penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, variabel 
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penelitian dan definisi operasional, teknik pengumpulan data, serta  
analisis data. 
Bab IV Hasil  penelitian dan Pembahasan terdiri dari gambaran umum 
pemerintah daerah Kabupaten Pangkep, pembahasan teori, dan hasil 
penelitian. 
Bab V  Penutup terdiri atas kesimpulan dan saran-saran. 
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B A B  II 
 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
 
2.1  Pajak  
2.1.1  Pengertian Pajak  
Menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum 
dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa:  
Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi 
atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan 
tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 
keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
 
Menurut Soemitro dalam Nariana dkk. (2013) mengemukakan: 
Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-
undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik 
(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan 
untuk membayar pengeluaran umum.  
 
Djajadiningrat dalam Nariana dkk. (2013) menemukakan bahwa: 
Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke 
kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan 
yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, 
menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, 
tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk 
memelihara kesejahteraan secara umum. 
 
Pengertian pajak menurut Rohmat Sumitro dalam Suandy (2005) 
“peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai 
pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk simpanan publik yang 
merupakan sumber utama untuk membiayai investasi publik”. 
Pengertian Pajak menurut Feldmann yang dikutip Waluyo (2007) adalah 
“prestasi yang dipaksakan secara sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha, 
tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata untuk menutup pengeluaran-
pengeluaran secara umum”. 
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Adapun penjelasan yang dikemukakan Soemidjadja mengenai “pajak, 
ialah iuran wajib, berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa 
berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang 
dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum” (Burton dan 
Wirawan, 2007). 
Smeets menjelaskan pajak adalah “prestasi kepada pemerintah yang 
terutang melaui norma-norma umum, dan dapat dipaksakan, tanpa adnya 
kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual; maksudnya 
adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah” (Suandy, 2005). 
 
2.1.2  Jenis dan Fungsi Pajak  
Di Indonesia sendiri pajak dapat dibedakan kedalam beberapa jenis pajak 
dimana pembedaan jenis pajak ini memiliki fungsi yang berbeda-beda, beberapa 
jenis pajak dapat dilihat dari penggolongan pajak yang dibedakan menurut 
golongannya, sifatnya dan menurut lembaga pemungutnya. 
1. Pajak Menurut Golongannya  
Menurut Golongannya Pajak dibagai menjadi dua, yaitu pajak langsung 
dan pajak tidak langsung.  
a) Pajak Langsung  
Dalam pengertian ekonomi, pajak langsung adalah pajak yang bebannya 
harus dipikul sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan, tidak boleh dilimpahkan 
kepada orang lain. Dalam pengertian administratif, pajak langsung adalah pajak 
yang dipungut secara berkala. Contoh: Pajak penghasilan. Pajak penghasilan 
dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan 
tersebut.  
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b) Pajak Tidak Langsung   
Dalam pengertian ekonomis, pajak tidak langsung adalah pajak – pajak 
yang bebannya dapat dilimpahkan kepada pihak ketiga atau konsumen. Dalam 
pengertian administratif pajak tidak langsung adalah pajak yang dipungut setiap 
terjadi peristiwa atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya 
terjadi penyerahan barang, pembuatan akte. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai 
(PPN), bea materai, bea balik nama.  
Untuk menentukan apakah sesuatu termasuk pajak langsung atau pajak 
tidak langsung dalam arti ekonomis, dilakukan dengan melihat ketiga unsur yang 
terdapat dalam kewajiban pemenuhan perpajakannya. Ketiga unsur tersebut 
terdiri atas :  
1. Penanggung jawab pajak, yaitu orang yang secara formal yuridis diharuskan 
melunasi pajak.  
2. Penanggung pajak, yaitu orang yang dalam faktanya memikul dulu beban 
pajaknya.  
3. Pemikul pajak, yaitu orang yang menurut maksud pembuat undang-undang 
harus dibebani pajak. 
Apabila ketiga unsur tersebut ditemukan pada seseorang maka pajaknya 
disebut pajak langsung, sebaliknya jika unsur tersebut terpisah atau terdapat 
lebih pada satu orang, maka pajaknya disebut pajak tidak langsung.  
 
2. Pajak Menurut Sifatnya  
Menurut sifatnya, Pajak dibagi menjadi dua yaitu pajak subyektif dan 
pajak obyektif.  
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a) Pajak Subyektif (bersifat perorangan)  
Pajak subyektif adalah pajak yang memperhatikan pertama-tama 
keadaan pribadi wajib pajak untuk menetapkan pajaknya harus ditemukan 
alasan-alasan yang obyektif yang berhubungan erat dengan keadaan 
materialnya, yaitu yang disebut gaya pikul. Sebagai contoh adalah pajak 
penghasilan orang pribadi, berhubungan antara pajak dan wajib pajak 
(subyek) adalah langsung, oleh karena besarnya pajak penghasilan yang 
harus dibayar tergantung pada besarnya gaya pikulnya. Pada pajak-pajak 
subyektif ini keadaan wajib pajak sangat mempengaruhi besar kecilnya jumlah 
pajak yang terutang.  
b) Pajak Obyektif (bersifat kebendaan) :  
Pajak obyektif pertama -tama melihat kepada obyeknya baik itu berupa 
benda, dapat pula berupa keadaan, perbuatan atau peristiwa yang 
mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar, kemudian barulah dicari 
subyeknya (orang atau badan hukum) yang bersangkutan langsung dengan 
tidak mempersoalkan apakah subyek pajak ini berdomisili di Indonesia atau 
tidak. Sebagai contoh adalah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan 
Atas Barang Mewah.  
 
3. Menurut Lembaga Pemungutnya  
Menurut Lembaga Pemungutannya, pajak dibagi menjadi dua yaitu Pajak 
Negara (Pajak Pusat) dan Pajak Daerah.  
a) Pajak Negara (Pajak Pusat)  
Pajak Negara merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat 
yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Departemen Keuangan dan 
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hasilnya akan digunakan untuk pembiayaan rumah tangga negara pada 
umumnya. Pajak Negara yang berlaku di Indonesia sampai saat ini adalah:  
1. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN 
dan PPn BM).  
Dasar hukum pengenaan PPN dan PPn BM adalah Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000. Undang-Undang PPN dan PPn 
BM efektif mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1985 yang menggantikan UU 
Pajak Penjualan 1951.  
2. Pajak Penghasilan (PPh)  
Dasar hukum pengenaan Pajak Penghasilan yaitu Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 1984 yamg telah diperbaharui dengan Undang-Undang 
Nomor 17 Tahun 2000.   
3. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)  
Dasar hukum pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 yang mulai diberlakukan mulai 
tanggal 1 Januari 1986 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 1994.  
4. Bea Materai  
Dasar hukum pengenaan bea materai adalah Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 1985. Undang-Undang Bea Materai berlaku mulai 1 
Januari 1986 menggantikan peraturan dan Undang-Undang Bea Materai 
yang lama (aturan bea Materai Tahun 1921).  
5. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)  
Dasar hukum pengenaan Bea perolehan Hak atas Tanah dan 
Bangunan adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 menggantikan 
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Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 yang mulai berlaku sejak tanggal 1 
Januari 1998 menggantikan Ordonansi Bea Balik Nama staasblad 1924 
No.291.  
b) Pajak Daerah.  
Pajak daerah merupakan pajak – pajak yang dipungut oleh Daerah 
Provinsi, Kabupaten / Kota, pemungutanya berdasarkan pada Peraturan 
Daerah masing - masing dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan Rumah 
Tangga Daerah masing -masing. Dasar hukum pengenaan pajak daerah 
adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Undang-Undang tersebut 
berisi tentang pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang 
terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 
digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran 
rakyat. Beberapa jenis pajak daerah berdasarkan undang-undang tersebut 
antara lain :  
1) Pajak Propinsi  
Pajak-Pajak yang termasuk pajak propinsi antara lain:  
a. Pajak Kendaraan Bermotor yaitu pajak atas kepemilikan dan/atau 
penguasaan kendaraan bermotor.  
b.  Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan 
hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau 
perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar 
menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.  
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yaitu pajak atas penggunaan 
bahan bakar kendaraan bermotor.  
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d. Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau 
pemanfaatan air permukaan.  
e. Pajak rokok pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.  
2) Pajak Kabupaten/kota  
Jenis-jenis pajak yang termasuk ke dalam pajak kabupaten/kota yaitu :  
a. Pajak Hotel, menurut peraturan daerah No. 26 tentang Pajak Hotel 
(2002:1) yaitu “pajak hotel di sebut pajak daerah pungutan daerah atas 
penyelenggaraan hotel”. Hotel adalah bangunan yang khusus 
disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh 
pelayanan ataufasilitas lainnya dengan di pungut bayaran, termasuk 
bangunan yang lainnya yang mengatur,di kelola dan dimiliki oleh pihak 
yang sama kecuali untuk pertokoan dan perkantoran. Objek pajak hotel 
adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel, 
sedangkan subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang 
melakukan pembayaran atas pelayanan hotel.  
b. Pajak Restoran, menurut Peraturan Daerah No. 29 tentang Pajak 
Restoran (2002:1) yaitu “pajak restoran yang di sebut pajak adalah 
pungutan daerah atas pelayanan restoran”. Restoran atau rumah makan 
adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan 
dengan dipungut bayaran,tidak termasuk usaha jasa boga atau catering. 
Objek pajak restoran yaitu setiap pelayanan yang disediakan dengan 
pembayaran di restoran sedangkan subjek pajak restoran terdiri dari 
orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan 
restoran, wajib pajak rastoran yaitu pengusaha restoran dan tarif pajak 
di tetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).  
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c. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan 
adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau 
keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Objek pajak 
hiburan adalah semua penyelenggaran hiburan sedangkan subjek pajak 
adalah orang pribadi atau badan yang menonton atau menikmati 
hiburan.  
d. Pajak Reklame, menurut Peraturan Daerah No.27 Tentang Pajak 
Reklame (2002:1) “pajak reklame yang selanjutnya disebut pajak adalah 
pungutan daerah atas penyelenggaraan reklame”. Reklame yaitu benda, 
alat, media yang menurut bentuk susunan dan corak raganya untuk 
tujuan komersial di pergunakan untuk memperkenalkan, mengajukan 
atau memujikan suatu barang, jasa atau orang yang di tempatkan atau 
di dengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang di lakukan oleh 
pemerintah. Objek pajak ialah penyelenggara reklame sedangkan 
subjek pajak adalah Orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan 
atau memesan reklame.Tarif pajak ditetapkan sebesar 25%.  
e. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, 
baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.  
f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan 
pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di 
dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.  
g. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar 
badan jalan, nbaik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha 
maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan 
tempat penitipan kendaraan bermotor. Parkir adalah keadaan tidak 
bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.  
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h. Pajak Pajak Air Tanah merupakan pajak atas pengambilan dan/atau 
pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan 
tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.  
i.  Pajak sarang Burung Walet merupakan pajak atas kegiatan pengambilan 
dan/atau pengusahaan sarang burung wallet. Burung wallet adalah 
satwa yang termasuk marga collocalia, yaitu collocalia fuchliap haga, 
collocalia maxina, collocalia esculanta, dan collocalia linchi.  
j.   Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah 
pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau 
dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang 
digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan 
pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan 
perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Bangunan 
adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap 
pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.  
k.  Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTP) adalah 
salah satu jenis pajak/pungutan yang dibebankan atas perolehan hak 
atas tanah dan/atau bangunan oleh perseorangan atau badan yang 
terjadi karena suatu peristiwa atau perbuatan hukum (sah secara 
hukum), yang selanjutnya dapat disebut sebagai pajak. BPHTP 
dikenakan bukan hanya saat terjadinya jual -beli tanah, tetapi juga 
terhadap setiap perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan baik 
secara waris, hibah, tukar lahan dan  lain – lain. Dasar hukum 
penetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan 
(BPHTP) adalah Pasal 1 Undang – undang No. 21 Tahun 1997 
sebagaimana telah diubah dalam Undang – undang No. 20 Tahun 2000. 
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Selanjutnya, terdapat beberapa fungsi pajak, antara lain fungsi Budgetair, 
fungsi Regulerend, fungsi demokrasi dan fungsi redistribusi dengan penjelasan 
sebagi berikut:  
(1)   Fungsi Budgetair, pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan 
bagi pembiayaan pengeluran-pengeluaran pemerintah;  
(2) Fungsi Regulerend, pajak berfungsi sebagai alat untuk mengtur atau 
melaksanakan kebijkan dibidang sosial dan ekonomi;  
(3) Fungsi Sosial, Dalam fungsi ini hak milik seseorang diakui dan 
pemanfaatannya tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat atau 
boleh dikatakan bahwa besarnya pemungutan pajak harus disesuaikan 
dengan kekuatan seseorang untuk dapat mencapai kepuasan setinggi-
tingginya setelah dikurangi kebutuhan primer;  
(4) Fungsi Demokrasi, pajak dipungut sebagai wujud bentuk persamaan 
partisipasi dalam pembangunan oleh masyarakat;  
(5)  Fungsi Redistribusi, pajak dipungut kepada semua lapisan sebagai wujud 
untuk penegakan keadilan sosial. Makin banyak kebutuhan yang harus 
dipenuhi, maka makin kecil kekuatan seseorang untuk membayar pajaknya 
(Mardiasmo, 2006). 
 
2.1.3  Asas Pemungutan Pajak 
Waluyo (2007) mengemukakan bahwa untuk mencapai tujuan 
pemungutan pajak perlu memegang teguh asas-asas pemungutan, sehingga 
terdapat keserasian pemungutan pajak dengan tujuan dan asas-asas 
pemungutan pajak. Pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada:  
(1)  Equality, pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu 
pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan 
kemempuan membayar pajak atau ability to pay dan sesuai dengan 
manfaat yang diterima;  
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(2) Certainty, penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenag-wenag. Oleh 
karena itu, Wajib Pajak harusmengetahui secara jelasdan pasti 
besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas 
waktu pembayaran;  
(3)  Convenience, kapan wajib pajak itu harus membayar pajak sebaiknya 
sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan wajib pajak;  
(4) Economy, secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya 
pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimum 
mungkin, demikian pula beban yang dipikul oleh Wajib Pajak. 
 
2.1.4  Cara Pemungutan Pajak 
Cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan dua stelsel, yaitu stelsel 
nyata dan stelsel anggapan. (1) Stelsel nyata (rill stelsel), pengenaan pajak 
didasarkan pada objek (penghasilan) yangg nyata, sehingga pemungutannya 
baru dapat dilakukan setelah pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan 
yang sesungguhnya telah dapat dketahui. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang 
dikenakan lebih realistis. Kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan 
pada akhir periode (setelah penghasilan rill diketahui); (2) Stelsel Anggapan 
(fictive stelsel), pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur 
oleh perundang-undangan, sebagai contoh penghasilan satu tahun dianggap 
sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah dapat 
ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan 
stelsel ini adalah pajak yang dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus 
menunggu akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak 
berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya (Zain, 2007). 
 
2.1.5  Sistem Pemungutan Pajak 
Suandy (2005) menjelaskan bahwa terdapat beberapa sistem 
pemungutan pajak:  
(1) Official Assement system adalah sistem pemungutan pajak yang 
wewenang pemungutan pajak ada pada fiskus. Fiskus berhak 
menentukan besarnya utang pajak orang pribadi maupun badan 
dengan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP), yang 
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merupakan bukti timbulnya suatu utang pajak. Wajib pajak pasif 
menunggu ketetapan fiskal mengenai utang pajaknya;  
(2)  Semi Self Assement System yaitu suatu sistem pemungutan pajak di 
mana wewenang untuk mementukan besarnya pajak yang terutang 
oleh seseorang berada pada kedua belah pihak, yaitu wajib pajak 
dan fiskus. Mekanisme pelaksanaan sistem ini berdasarkan suatu 
anggapan bahwa wajib pajak pada awal tahun menaksir sendiri 
besarnya pajak yang terutang yang sesungguhnya ditetapkan oleh 
fiskal;  
(3)  Full Self Assement System, suatu sistem pemungutan pajak di mana 
wajib pajak boleh menghitung dan melaporkan sendiri besarnya pajak 
yang terutang. Wajib pajak harus aktif menghitung dan melaporkan 
jumlah pajak yang terutang tanpa campur tangan fiskus;  
(4) Withoding System merupakan suatu sistem pemungutan pajak di 
mana wewenang untuk mementukan besarnya yang terutang oleh 
seseorang berada pada pihak ketiga, dam bukan oleh fiskus maupun 
wajib pajak itu sendiri. 
 
 
2.1.6  Syarat Pemungutan Pajak 
Resmi (2007) mengungkapkan agar tercapai keadilan dan kepastian 
hukum serta dapat tercapainya fungsi pajak perlu memperhatikan beberapa 
syarat, yaitu: 
1. Syarat Keadilan 
Syarat pemungutan pajak pada umumnya mengabdi pada keadilan, baik 
keadilan dalam prisip mengenai perundang-undangan maupun dalam praktek 
sehari-hari. Keadilan besifat relatif, maka dalam menentukan keadilan dalam 
bidang perpajakan bisa digunakan beberapa acuan atau prinsip-prinsip sebgai 
berikut: (a) Keadilan itu akan terasa apabila pajak itu dikenakan untuk 
merealisasikan tujuan negara yang bersifat menyelenggarakan kesejahteraan 
untuk rakyat; (b) Pedoman umum dalam mengukur keadilan, yaitu asas-asas 
perbandingan yang perumusannya adalah setiap anggota masyarakat adalah 
sama atau sederajat. 
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2. Syarat Yuridis 
Pemungutan pajak harus didasarkan pada kententuan yang legal dan formal, 
atau dengan kata lain harus ada dasar hukumnya.  
3. Syarat Ekonomis 
Pada pokoknya pemungutan pajak merupakan salah satu alat bagi 
pemerintah untuk melaksanakan politik perekonomian suatu negara. Syarat 
ekonomis ini sejalan dengan dengan fungsi mengatur, oleh karenanya 
pemungutan pajak diusahakan tidak menghambat usaha rakyat dan 
membantu dalam menciptakan pemerataan pendapatan nasioanal. 
4. Syarat Finansial 
Bahwa pajak merupakan sumber penerimaan negara yang digunakan 
sebagian untuk menutup pengluaran negara. 
 
2.2  Pengertian Pajak Daerah  
Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 angka 10 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan: 
Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh 
orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-
Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 
digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran 
rakyat.  
 
Menurut Mardiasmo (2006: 12) mengemukakan bahwa:  
Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau 
badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang 
dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggarakan pemerintah 
daerah dan pembangunan daerah.  
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2.2.1  Ciri-ciri Pajak Daerah 
Untuk mempertahankan prinsip-prinsip pajak daerah, maka perpajakan 
daerah harus memiliki ciri-ciri tertentu. Adapun ciri-ciri yang dimaksud adalah 
sebagai berikut:  
(a)   Pajak daerah secara ekonomis dapat dipungut, berarti perbandingan 
antara penerimaan pajak harus lebih besar dibandingkan ongkos 
pemungutannya;  
(b)  Relatif stabil, artinya penerimaan pajaknya tidak berfluktuatif terlalu 
besar, kadang meningkat secara drastis dan adakalanya menurun 
secara tajam;  
(c)  Tax base-nya harus merupakan perpaduan antara prinsip keuntungan 
dan kemampuan untuk membayar (Koswara, 2001). 
 
 
2.2.2  Prinsip Pemungutan Pajak Daerah 
Sugianto (2008) menjelaskan pemungutan pajak daerah selain 
didasarkan dan dilaksanakan menurut asas-asas dan norma-norma hukum, juga 
perlu diperhatikan bahwa prinsip bagi pengenaan pajak yang baik kepada wajib 
pajak. Prinsip-prinsip pemungutan pajak daerah tersebut yaitu:  
(a)  Prinsip kesamaan, artinya bahwa beban pajak harus sesuai dengan 
kemampuan relatif dari setiap wajib pajak. Perbedaan dalam tingkat 
penghasilan harus digunakan sebagai dasar di dalam retribusi beban 
pajak itu;  
(b) Prinsip Kepastian, pajak jangan sampai membuat rumit bagi wajib 
pajak, sehingga mudah dimengerti oleh mereka dan juga akan 
memudahkan administrasi pemerintah sendiri;  
(c) Prinsip Kecocokan, pajak jangan sampai menekan wajib pajak, 
sehingga wajib pajak akan dengan senang hati melakukan 
pembayaran kepada pemerintah. 
 
 
2.2.3  Asas Pemungutan Pajak Daerah 
Koswara (2001) menjelaskan dalam pemungutan pajak daerah harus 
terdapat asas-asas pemungutan pajak daerah. Asas pemungutan pajak daerah 
sebagai berikut:  
(a) Harus ada kepastian hukum;  
(b) Pemungutan pajak daerah tidak boleh diborong;  
(c) Masalah pajak harus jelas;  
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(d) Barang-barang keperluan hidup sehari-hari tidak boleh langsung 
dikenakan pajak daerah dan memberikan keistimewaan yang 
menguntungkan bagi seseorang atau golongan. Duta dan konsulat 
asing tidak boleh dibebankan kecuali dengan keputusan presiden. 
 
 
2.2.4  Tolak Ukur suatu Pajak Daerah 
Untuk menilai berbagai pajak daerah yang ada sekarang ini dapat 
menggunakan ukuran yang dapat menjadi tolak ukur pajak daerah adalah: (a) 
Hasil (Yield), memadai tidaknya hasil suatu pajak dalam kaitannya dengan 
berbagai layananyang dibiayainya, stabilitas dan elastisitashasil pajak terhadap 
inflasi, pertumbuhan penduduk dan juga perbandingan hasil pajak dengan biaya 
pemungutan; (b) Keadilan (Equity), dasar pajak dan kewajiban membayar harus 
jelas dan tidak sewenag-wenang. Pajak bersangkutan harus adil dan secara 
horisontal, artinya beban pajak haruslah sama. Kemudian harus adil secara 
vertikal, artinya kelompok yang memiliki sumber daya ekonomi yang lebih besar 
dapat memberikan sumbangan yang lebih besar pula. Pajak harus adil dari 
tempat ke tempat, dalam arti hendaknya tidak ada perbedaan-perbedaan besar 
dan sewenag-wenang dalam beban pajak dari daerah ke daerah lain, kecuali jika 
perbedaan ini mencerminkan perbedaan dalam cara menyediakan layanan 
masyarakat; (c) Daya Guna Ekonomi (Economic Eficiency), pajak hendaknya 
mendorong penggunaan sumber daya secara berdaya guna dalam khidupan 
ekonomi; (d) Kecocokan Sebagai Sumber Penerimaan Daerah (Suitability as a 
Revenue Souce), dalam hal ini berarti, harus jelas kepada daerah mana suatu 
pajak haruslah dibayarkan dan temapat pemungutan pahjak sedapat mungkin 
sama dengan temapat akhir beban pajak, pajak tidak mudah dihindari dengan 
cara memindahkan objek pajak dari suatu daerah kedaerah lain. Pajak daerah 
hendaknya tidak menimbulkan beban yang lebih besar dari kemampuan tata 
usaha pajak daerah (Ismail, 2007). 
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2.3  Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor  
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan atau 
penguasaan kendaraan bermotor (kendaraan beroda dua atau lebih beserta 
gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh 
peralatan teknik berupa motor atau peraltan lainnya yang berfungsi untuk 
mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan 
bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bergerak)( Ayu 
Triani Utami, 2014).  
2.4  Sejarah Pajak Kendaraan Bermotor  
Semula sesuai dengan UU No. 18 tahun 1997 ditetapkan Pajak 
Kendaraan Bermotor, di mana pajak atas PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) & 
PKAA (Pajak Kendaraan Diatas Air) dicakupkan. Seiring dengan perubahan UU 
No. 18 tahun 1997 menjadi UU No. 34 tahun 2000, terminologi kendaraan 
bermotor diperluas dan dilakukan pemisahan secara tegas menjadi Kendaraan 
Bermotor dan di Kendaraan Atas Air. Hal ini membuat Pajak Kendaraan 
Bermotor diperluas menjadi PKB & PKAA. Dalam praktiknya jenis pajak ini sering 
di bagi atas 2, yaitu PKB dan PKAA. Hal ini wajar saja mengingat kendaraan 
bermotor pada dasarnya berbeda dengan kendaraan di atas air.  
Pengenaan PKB & PKAA tidak mutlak ada pada seluruh daerah provinsi 
di indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada 
pemerintah provinsi untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak 
provinsi. Untuk dapat dipungut pada suatu daerah provinsi pemerintah daerah 
harus terlebih dahulu menerbitkan Peraturan Daerah tentang PKB, yang akan 
menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan 
pemungutan PKB & PKAA didaerah provinsi yang bersangkutan. Pemerintah 
provinsi diberi kebebasan untuk menetapkan apakah PKB ditetapkan dalam satu 
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peraturan daerah atau ditetapkan dalam dua peraturan daerah terpisah (Ayu 
Triani Utami, 2014).  
2.5  Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor  
Dasar hukum pajak kendaraan bermotor diatur dalam :  
1. Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 yang merupakan perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah.  
2.  Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah.  
3. Peraturan daerah provinsi yang mengatur tentang PKB. Peraturan 
daerah ini dapat menyatu, yaitu satu peraturan daerah untuk PKB, 
tetapi dapat juga dibuat secara terpisah misalnya Peraturan Daerah 
tentang PKB.  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2006 tentang 
Perhitung-an Dasar Pengenanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea 
Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2006.  
5. Peraturan Gubernur yang mengatur tentang PKB sebagai aturan 
pelaksa-naan peraturan daerah tentang PKB pada provinsi yang 
dimaksud (Ayu Triani Utami, 2014).  
2.6  Objek dan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor  
Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan atau penguasaa 
kendaraan bermotor yang digunakan di semua jenis jalan darat seperti kawasan :  
1. Bandara  
2. Pelabuhan laut  
3. Perkebunan  
4. Kehutanan  
5. Pertanian  
6. Pertambangan  
7. Industri  
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8. Perdagangan  
9. Sarana olah raga dan rekreasi (Ayu Triani Utami, 2014).  
Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan 
bermotor, jika wajib pajak merupakan badan maka kewajiban perpajakannya 
diwakili oleh pengurus atau kuasa hukum badan tersebut. Dengan demikian, 
pada PKB subjek pajak sama dengan wajib pajak, yaitu orang pribadi atau badan 
yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor.  
2.7  Jenis Kendaraan Bemotor  
Jenis Kendaraan bermotor menurut Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi Tanggal 14 
Juli 1993 yang merupakan turunan dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan : 
1. sepeda motor; 
2. mobil penumpang 
3. mobil bus; 
4. mobil barang; 
5. kendaraan khusus. 
Golongan jenis kendaraan bermotor pada jalan Tol berdasarkan 
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2003, Tanggal : 10 
Juni 2003 
1. Golongan I : Sedan, Jip, Pick Up, Bus Kecil, Truk Kecil (3/4), dan Bus 
Sedang.  
2. Golongan I Umum : Bus Kecil dan Bus Sedang. 
3. Golongan IIA : Truk Besar dan Bus Besar, dengan 2 (dua) gandar. 
4. Golongan IIA Umum : Bus Besar dengan 2 (dua) gandar. 
5. Golongan IIB : Truk Besar dan Bus Besar, dengan 3 (tiga) gandar atau lebih. 
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Kendaraan bermotor kategori L yaitu kendaraan beroda kurang dari empat 
1. kategori L1 yaitu kendaraan bermotor beroda dua dengan kapasitas 
silinder mesin tidak lebih dari 50 cm' dan dengan desain kecepatan 
maksimum tidak lebih dari 50 kg/jam apapun jenis tenaga penggeraknya. 
2. kategori L2 yaitu kendaraan bermotor beroda tiga dengan susunan roda 
sembarang dengan kapasitas silinder mesin tidak lebih dari 50 cm3 dan 
dengan desain kecepatan maksimum tidak lebih dari 50 km/jam apapun 
jenis tenaga penggeraknya. 
3. kategori L3 yaitu kendaraan bermotor beroda dua dengan kapasitas 
silinder lebih dari 50 cm3 atau dengan desain kecepatan maksimum lebih 
dari 50 km/jam apapun jenis tenaga penggeraknya. 
4. kategori L4 yaitu kendaraan bermotor beroda tiga dengan susunan roda 
simetris dengan kapasitas silinder mesin lebih dari 50 cm3 atau dengan 
desain kecepatan maksimum lebih dari 50 km/jam apapun jenis tenaga 
penggeraknya (sepeda motor dengan kereta). 
5. kategori L5 yaitu kendaraan bermotor beroda tiga dengan susunan roda 
simetris dengan kapasitas silinder mesin lebih dari 50 cm3 atau dengan 
desain kecepatan maksimum lebih dari 50 km/jam apapun jenis tenaga 
penggeraknya. 
Kendaraan bermotor kategori M yaitu kendaraan bermotor beroda empat 
atau lebih dan digunakan untuk angkutan orang. 
1. kategori M1 yaitu kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan 
orang dan mempunyai tidak lebih dari delapan tempat duduk tidak 
termasuk tempat duduk pengemudi. 
2. kategori M2 yaitu kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan 
orang dan mempunyai lebih dari delapan tempat duduk tidak termasuk 
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tempat duduk pengemudi dan mempunyai jumlah berat yang 
diperbolehkan (GVW) sampai dengan 5 ton. 
3. kategori M3 yaitu kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan 
orang dan mempunyai lebih dari delapan tempat duduk tidak termasuk 
tempat duduk pengemudi dan mempunyai jumlah berat yang 
diperbolehkan (GV\Af lebih dari 5 ton. 
Kategori M2 dan M3 dibagi atas: 
1. kelas I yaitu kendaraan bermotor yang dikonstruksi untuk penumpang 
berdiri dan bergerak bebas. 
2. kelas ll yaitu kendaraan bermotor yang pada prinsipnya dikonstruksi 
membawa penumpang duduk dan di desain untuk membawa 
penumpang berdiri di gang dan atau di daerah yang sudah disediakan 
tetapi luasnya tidak boleh lebih dari dua baris tempat duduk untuk dua 
orang. 
3. kelas lll yaitu kendaraan bermotor yang di desain khusus untuk 
membawa penumpang duduk. 
4. kelas A yaitu kendaraan bermotor di desain untuk membawa 
penumpang berdiri, kendaraan pada kelas ini memiliki tempat duduk 
dan memungkinkan penumpang berdiri. 
5. kelas B yaitu kendaraan bermotor tidak di desain untuk membawa 
penumpang berdiri, kendaraan pada kelas ini tidak diijinkan adanya 
penumpang berdiri. 
Kendaraan bermotor kategori N yaitu kendaraan bermotor beroda empat 
atau lebih dan digunakan untuk angkutan barang. 
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1. kategori N1 yaitu kendaraan bermotor untuk angkutan barang dan 
mempunyai jumrah berat yang diperbolehkan (GVW) sampai dengan 
3,5 ton. 
2. kategori N2 yaitu kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan 
barang dan mempunyai jumlah berat yang diperbolehkan (GVW) lebih 
dari 3,5 ton tetapi tidak lebih dari 12 ton. 
3. kategori N3 yaitu kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan 
barang dan mempunyai jumlah berat yang diperbolehkan (GVW) tebih 
dari 12 ton. 
Kendaraan bermotor kategori O yaitu kendaraan bermotor penarik untuk 
gandengan atau tempel. 
1. kategori O1 yaitu kendaraan bermotor penarik dengan jumlah berat 
kombinasi yang diperbolehkan (GVW) tidak lebih dari 0,75 ton. 
2. kategori O2 yaitu kendaraan bermotor penarik dengan jumlah berat 
kombinasi yang diperbolehkan (GVW) lebih dari 0,75 ton tetapi tidak 
lebih dari 3,5 ton. 
3. kategori O3 yaitu kendaraan bermotor penarik dengan jumlah berat 
kombinasi yang diperbolehkan (GVW) lebih dari 3,5 ton tetapi tidak 
tebih dari 10 ton. 
4. kategori 04 yaitu kendaraan bermotor penarik dengan jumlah berat 
kombinasi yang diperbolehkan (GVW) lebih dari 10 ton. 
Kendaraan bermotor penarik untuk kategori 02, 03 dan dibedakan 
menjadi tiga tipe sebagai berikut: 
1. tempelan (semi trailer) yaitu kendaraan bermotor yang ditarik dengan 
sumbu roda (dapat lebih dari satu) terletak dibelakang pusat gravitasi 
kendaraan (terbebani merata) dan dilengkapi dengan alat penghubung 
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yang meneruskan tenaga horisontal dan vertikal yari dibebankan ke 
kendaraan penarik. Satu atau lebih dari sumbu roda digerakkan oleh 
kendaraan penarik. 
2. gandengan (full trailer) yaitu kendaraan bermotor yang ditarik yang 
mempunyai sedikitnya dua sumbu roda dan dilengkapi dengan alat 
penarik yang dapat bergerak vertikal (terhadap kereta gandengan) dan 
mengontrol arah sumbu roda depan gandengan tetapi tidak 
membebani kendaraan penarik. 
3. gandengan sumbu tengah (Centre-exle trailer) yaitu kendaraan 
bermotor yang ditarik yang dilengkapi dengan alat penarik yang tidak 
dapat bergerak vertikal (terhadap kereta gandengan) dan sumbu roda 
(dapat lebih dari satu) terletak dekat dengan pusat gravitasi kendaraan 
(terbebani merata), beban vertikal statis kecil, tidak lebih dari 10% 
berat maksimum kereta gandengan, atau beban tidak lebih dari 10.000 
N dibebankan pada kendaraan penarik. Satu atau lebih dari sumbu 
roda digerakkan oleh kendaraan penarik. 
Kendaraan bermotor kategori Khusus yaitu kendaraan bermotor khusus 
dari pengembangan atau modifikasi kategori kendaraan bermotor kategori M, N 
atau O untuk angkutan penumpang atau barang dan diperlukan pembuatan bodi 
khusus dan / atau perlengkapannya untuk menunjang fungsi khusus tersebut. 
1. kendaraan bermotor karavan yaitu kendaraan bermotor khusus 
kategori M1 dengan ruangan akomodasi yang sekurang-kurangnya 
terdapat perlengkapan : 
- meja dan kursi, 
- tempat tidur, yang terbentuk dari susunan kursi, 
- peralatan memasak, - fasilitas penyimpanan. 
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Perlengkapan ini seharusnya terpasang tetap pada kompartemen 
tinggal, walaupun demikian mejanya dapat dilipat atau dipindahkan. 
2. kendaraan lapis baja yaitu kendaraan bermotor untuk perlindungan, 
untuk mengangkut penumpang dan / atau barang dan dilengkapi 
dengan pelat lapis baja anti peluru. 
3. ambulan yaitu kendaraan bermotor kategori M yang digunakan untuk 
mengangkut orang sakit atau kecelakaan dan mempunyai 
perlengkapan khusus untuk tujuan tersebut. 
4. kendaraan jenazah yaitu kendaraan bermotor yang digunakan untuk 
mengangkut orang meninggal dan mempunyai perlengkapan khusus 
untuk tujuan tersebut. 
Kendaraan bermotor kategori T yaitu kendaraan bermotor baik beroda 
maupun menggunakan roda rantai mempunyai paling sedikit dua sumbu roda, 
yang mempunyai fungsi pokok sebagai tenaga penarik, yaitu untuk menarik, 
menekan atau menggerakkan peralatan khusus, mesin atau gandengan untuk 
keperluan pertanian atau kehutanan. 
Kendaraan bermotor kategori G yaitu kendaraan bermotor off road 
merupakan pengembangan atau modifikasi kendaraan yang termasuk dalam 
kategori M dan N yang memenuhi persyaratan tertentu. 
Jika diperhatikan dengan seksama, maka penggolongan/ 
pengklasifikasian/pengketagorian jenis kendaraan bermotor di Indonesia 
dikeluarkan oleh 3 instansi terkait yang semuanya berbeda-beda yaitu Kepolisian 
(Samsat), Departemen Perindustrian dan Perdagangan serta Departemen 
Perhubungan. 
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2.8 Masa Pajak dan SPTD  
Pajak yang terutang merupakan PKB yang harus dibayar oleh wajib pajak 
pada suatu saat, dalam masa pajak atau dalam tahun pajak menurut kektentuan 
peraturan daerah tentang PKB yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Provinsi 
setempat.  
Pada PKB pajak terutang dikenakan untuk masa pajak 12 bulan berturut-
turut terhitung mulai ssaat pendaftaran kendaraan bermotor. Pemungutan PKB 
merupakan satu kesatuan dengan pengurusan administrasi kendaran bermotor 
lainnya.  
PKB yang terutang dipungut diwilayah provinsi tempat kendaraan 
bermotor terdaftar. Hal ini terkait dengan kewenangan pemerintah provinsi yang 
hanya terbatas kendaraan bermotor yang terdaftar dalam lingkup wilayah 
administrasinya (Ayu Triani Utami, 2014).  
2.9  Ketetapan Pajak  
a. Penetapan pajak dan ketetapan pajak  
Berdasarkan SPTPD yang disampaikan oleh wajib pajak, maka 
gurbernur atau penjabat yang ditunjuk oleh gurbenur menetapkan PKB yang 
terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Bentuk 
, isi, kualitas dan ukuran SKPD ditetapkan oleh menteri luar negri. Dalam 
jangka waktu 5 tahun sesudah saat terutangnya pajak, gurbenur dapat 
menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPDKB), Surat 
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayaran Daerah (SKPDKBT), dan Surat 
Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN).  
b. Surat Tagihan Pajak daerah (STPD)  
Gubernur dapat menerbitkan STPD jika PKB dalam tahun berjalan 
tidak atau kurang berjalan. Hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan 
34 
pembayaran sebagai akibat salah tulis atau salah hitung, dan wajib pajak 
dikenakan sanksi administrasi berupa bunga atu denda.   
Selain ketentuan di atas, Gubernur juga dapat menerbitkan STPD apabila 
kewajiban pembayaran pajak terhutang dalam SKPDKB atau SKPDKBT tidak 
dilakukan atau tidak sepenuhnya dilakukan oleh wajib pajak. Dengan demikian, 
STPD juga merupakan sarana yang dugunakan untuk menagih SKPDKB atau 
SKPDKBT yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak sampai dengan jatuh 
tempo pembayaran pajak (Ayu Triani Utami, 2014). 
 
2.10  Tata Cara Pembayaran dan Penagihan PKB  
Pembayaran PKB  
PKB terutang harus dilunasi/dibayar sekaligus dimuka untuk masa dua 
belas bulan. PKB dilunasi selambat-lambatnya 30 hari sejak diterbitkan SKPD, 
SKPDKB, SKPDKBT, STPD, surat Keputusan Pembetulan, surat Keputusan 
Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus 
dibayar bertambah. Pembayaran PKB dilakukan ke kas daerah bank, atau 
tempat laian yang ditunjuk oleh gubernur, dengan menggunakan surat setoran 
pajak daerah. 
Wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak diberikan tanda bukti 
pelunasan atau pembayaran pajak dan Penning. Wajib pajak yang terlambat 
melakukan pembayaran pajak akan dikenakan sanksi yaitu :  
a. Keterlambatan pembayaran pajak yang melampaui saat jatuh tempo yang 
ditetapkan dalam SKPD diklenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 
25% dari pokok pajak.  
b. Keterlamabatan pembayaran pajak sebagai mana ditetapkan dalam SKPD 
yang melampaui 15 hari setelah jatuh tempo dikenakan sanksi administrasi 
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sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat bayar 
untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terhutangnya 
pajak (Ayu Triani Utami, 2014).  
Penagihan PKB  
Pajak yang terutang tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran, 
gubernur atau pejabat yang ditunjuk akan melakukan tindakan penagihan pajak. 
Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak terutang dalam SKPD , SKPDKB, 
SKPDKBT, STPD, surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, 
dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar 
bertambah.  
 
2.11  Dasar Perhitungan dan Tarif PKB  
Perhitungan PKB  
Besarnya pokok pajak kendaraan bermotor yang terutang dihitung dengan 
cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum, 
perhitungan PKB adalah sesuai dengan rumus:  
 
Pajak Terutang = Tarif Pajak X Dasar Pengenaan pajak  
= Tarif Pajak X (NJKB x Bobot)  
 
Tarif PKB  
Tarif PKB berlaku sama pada setiap Provinsi yang memungut PKB. Tarif 
PKB ditetapkan dengan peraturan daerah provinsi. Sesuai peraturan pemerintah 
No. 65 tahun 2001 Pasal 5 tarif PKB dibagi menjadi 3 kelompok sesuai dengan 
jenis penguasaan kendaraan bermotor, yaitu :  
a. 1,5% untuk kendaraan bermotor bukan umum.  
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b. 1% untuk kendaraan bermotor umum. Yaitu kendaraan bermotor yang 
disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.  
c. 0,5% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.  
 
2.12  Keberatan dan Banding  
Keberatan  
Terjadi bila wajib pajak PKB yang tidak puas atas penetapan pajak yang 
dilakukan oileh gubernur dapat mengajukan akeberatan hanya karena gubernur 
ataua pejabat yang ditunjuk. Keberatan diajukan adalah terhadap materi atau isi 
dari ketetapan dengana membuat perhitungan jumlah yang seharusnya dibayar 
menurut perhitungan wajib pajak. Setelah melakukan pemeriksaaan dalam 
jangka waktu tertentu gubernur akan mengeluarkan keputusan atas pengajuan 
keberatan tersebut.  
Banding  
Keputusan keberatan yang diterbitka oleh gubernur disampaikan kepada 
wajib pajak untuk dilaksakan. Pengajuan permohonan banding tidak menunda 
kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak (Ayu Triani Utami. 
2014).  
 
2.13  Sanksi atas PKB  
Keterlambatan melaksanakan pendaftaran melebihi waktu yang 
ditetapkan / tanggal jatuh tempo, dikenakan denda berupa kenaikan sebesar 
25% dari Pokok Pajak ditambah Sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2% 
per bulan, dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka 
waktu paling lama 24 bulan dihitung saat terhutangnya pajak. 
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2.14  Pendapatan Perkapita 
Pendapatan perkapita (per capita income) adalah pendapatan rata-rata 
penduduk suatu negara pada suatu periode tertentu, yang biasanya satu tahun. 
Pendapatan perkapita bisa juga diartikan sebagai jumlah dari nilai barang dan 
jasa rata-rata yang tersedia bagi setiap penduduk suatu negara pada sutau 
periode tertentu. Pendapatan perkapita diperoleh dari pendapatan nasional pada 
tahun tertentu dibagi dengan jumlah penduduk suatu negarapada tahun tersebut.  
Konsep pendapatan nasional yang biasa dipakai dalam menghitung pendapatan 
perkapita pada umunya adalah Pendapatan Domestik Bruto (PDB) atau Produk 
Nasional Bruto (PNB).  
Pendapatan nasional pada dasarnya merupakan kumpulan pendapatan 
masyarakat suatu negara. Tinggi rendahnya pendapatan nasional akan 
mempengaruhi tinggi rendahnya pendapatan perkapita negara yang 
bersangkutan. Akan tetapi, banyak sedikitnya jumlah penduduk pun akan 
mempengaruhi jumlah pendapatan perkapita suatu negara. Pendapatan 
perkapita merupakan salah satu indikator yang penting untuk mengetahui kondisi 
ekonomi di suatu wilayah, yang ditunjukkan dengan Produk Domestik Regional 
Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. 
PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit 
usaha dalam suatu wilayah atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir 
yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. PDRB atas dasar 
harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung 
menggunakan harga pada setiap tahun, sedang PDRB atas dasar harga konstan 
menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga 
pada tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga berlaku untuk 
melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedangkan atas dasar harga konstan 
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digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. PDRB 
perkapita adalah PDRB dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun 
dengan satuan rupiah. Menghitung angka-angka PDRB dengan  
tingkat pendekatan (Dumairy, 1999) yaitu :  
1. Menurut pendekatan produksi berarti PDRB merupakan jumlah nilai 
barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi yang 
berada di suatu wilayah atau propinsi dalam suatu waktu tertentu.  
2.  Menurut pendekatan pendapatan berarti PDRB merupakan balas jasa 
yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses 
produksi suatu wilayah dalam waktu tertentu. Dalam definisi ini PDRB 
mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung netto.  
3. Menurut pendekatan pengeluaran berarti PDRB adalah semua 
komponen pengeluaran akhir seperti :  
a.Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba.  
b.Konsumsi pemerintah  
c.Pembentukan modal tetap bruto  
d.Perubahan stok  
e.Ekspor netto dalam jangka waktu tertentu. 
 
 Ketiga konsep pendekatan tersebut memberikan jumlah yang sama antara 
jumlah pegeluaran dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan 
harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksinya. 
 
2.15  Hipotesis Penelitian  
Menurut Sugiyono (2013) “Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap 
rumusan masalah penelitian”. Hipotesis merupakan dugaan atau jawaban 
sementara terhadap masalah yang akan diuji kebenarannya, melalui analisis 
data yang relavan dan kebenarannya akan diketahui setelah dilakukan 
penelitian. Hipotesis dirumuskan atas dasar kerangka pikir yang merupakan 
jawaban sementara yang dirumuskan. 
Berkaitan penelitian terdahulu, dikutip oleh Syafruddin (2003) dalam 
penelitiannya Analisis Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak 
Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Propinsi DKI 
Jakarta menyatakan bahwa jumlah kendaraan bermotor di DKI Jakarta yang 
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sangat besar, sangat berpengaruh terhadap penerimaan PKB dan BBNKB, 
namun hasil yang didapat belum optimal. 
Praysediawati (2012) dalam penelitiannya Analisis Penerimaan Pajak 
Reklame di Kota Semarang tahun 1999-2011 mengatakan variabel jumlah 
penduduk berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap penerimaan pajak 
reklame. Nilai t-hitung sebesar 1,202 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,245 
(>=5%) maka jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap 
penerimaan pajak reklame. Variabel jumlah industri dan PDRB perkapita 
menunjukkan hubungan yang positif dan berpengaruh secara signifikan terhadap 
penerimaan pajak reklame dimana masing-masing memiliki tingkat signifikansi 
yang sama yaitu sebesar 0,000. 
Dalam penelitiannya berjudul Pengaruh Jumlah Penduduk dan PDRB Per 
Kapita Terhadap Penerimaan PKB dan BBNKB Serta Kemandirian Keuangan 
Daerah Provinsi Bali Tahun 1991-2010, Ariasih (2012) mengatakan bahwa 
jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PKB 
dan BBNKB.  PDRB per kapita juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
penerimaan PKB dan BBNKB. Tetapi jumlah penduduk dan PDRB per kapita 
tidak berpengaruh langsung terhadap kemandirian keuangan daerah serta 
jumlah penduduk dan PDRB per kapita berpengaruh secara tidak langsung 
terhadap kemandirian keuangan daerah melalui penerimaan PKB dan BBNKB.  
Maka dari itu, berdasarkan penelitian terdahulu dan rumusan masalah 
yang telah dikemukakan,  hipotesis sebagai berikut : 
H1: Variabel jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap penerimaan 
pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Pangkep.  
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Penduduk di Kabupaten Pangkep mengalami pertumbuhan setiap 
tahunnya. Pertambahan jumlah penduduk akan mempengaruhi banyaknya wajib 
pajak kendaraan bermotor. Seiring dengan perkembangan teknologi, penduduk 
membutuhkan kendaraan bermotor sebagai alat transportasi untuk 
melaksanakan aktivitasnya. Semakin besar laju pertumbuhan penduduk ada 
kemungkinan menambah penerimaan jumlah penerimaan Pajak Kendaraan 
bermotor, terutama penduduk yang berkecukupan dan sejahtera. Menggunakan 
kendaraan bermotor akan mempermudah penduduk dalam melaksanakan 
aktivitasnya.  
Ariasih (2011) melakukan penelitian mengenai jumlah penduduk dan 
PDRB perkapita terhadap penerimaan PKB dan BBNKB serta Kemandirian 
Keuangan Daerah Provinsi Bali. Dari hasil penelitian tersebut membuat simpulan 
bahwa jumlah penduduk dan PDRB per kapita berpengaruh positif terhadap 
penerimaan PKB dan BBNKB. Jumlah penduduk dan PDRB per kapita 
berpengaruh secara tidak langsung terhadap kemandirian keuangan daerah 
melalui penerimaan PKB dan BBNKB. Selanjutnya Novita (2010) melakukan 
penelitian mengenai pengaruh Produk Domestik Bruto, jumlah penduduk, jumlah 
kendaraan bermotor, dan kebijakan pajak kendaraan bermotor terhadap 
penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Jambi. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa jumlah penduduk dan jumlah kendaraan bermotor 
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan Pajak kendaraan 
Bermotor. Berdasarkan penelitian tersebut, diduga bahwa jumlah penduduk akan 
mempengaruhi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Pangkep.  
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H2: Variabel jenis kendaraan bermotor berpengaruh positif terhadap 
penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Pangkep.  
Tercatat dalam Samsat Kabupaten Pangkep, ada beberapa jenis dan tipe 
kendaraan yang beroperasi.  Mulai dari kendaraan bermotor yang beroperasi di 
darat dan di laut. Beroda dua, empat, hingga lebih semakin meningkat tiap 
tahunnya. Tentu dalam meningkatnya jenis-jenis kendaraan bermotor di 
Kabupaten Pangkep akan mempengaruhi secara langsung penerimaan Pajak 
Kendaraan Bermotor. Seperti yang kita ketahui, Kabupaten Pangkep terkenal 
dengan hasil tambang marmer dan perusahaan Tonasa yang menghasilkan 
semen dan juga bergerak dalam bidang transportasi. Tentu semakin beragam 
jenis kendaraan yang beroperasi di Kabupaten Pangkep.  
Penelitian yang dilakukan oleh Herzya (2011), dimana jenis kendaraan 
bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak 
kendaraan bermotor. Selain itu, peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan 
bermotor di Kabupaten Pangkep disebabkan oleh semakin banyaknya jumlah 
kendaraan bermotor dan meningkatnya kesadaran wajib pajak untuk membayar 
pajak serta semakin baiknya pengelolaan pemungutan Pajak Kendaraan 
Bermotor yang dilakukan secara terpadu melalui Samsat.  
 
H3: Variabel pendapatan perkapita berpengaruh positif terhadap 
penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Daerah Kabupaten 
Pangkep. 
Pendapatan perkapita adalah pendapatan rata-rata penduduk satu 
periode tertentu. Seperti variabel jumlah penduduk dan jenis penduduk, variabel 
pendapatan perkapita tentu akan mempengaruhi penerimaan pajak kendaraan 
bermotor yang dimana semakin tinggi pendapatan penduduk semakin tinggi pula 
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kemampuan masyarakat untuk membeli kendaraan bermotor. Adanya kemauan 
masyarakat untuk membeli kendaraan bermotor terutama kendaraan roda dua 
disebabkan oleh gencarnya promosi yang dilakukan oleh dealer kendaraan 
bermotor, berupa pemberian bonus, uang muka yang rendah dan prosedur yang 
mudah dalam mendapatkan kendaraan roda dua. Selain itu, semakin banyaknya 
merek kendaraan bermotor yang ada dengan harga yang terjangkau. Penelitian 
ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Syafrudin (2003). Hasil 
penelitian oleh Syafruddin menunjukkan bahwa pendapatan perkapita 
mempengaruhi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Dimana pendapatan 
perkapita yang cukup tinggi di Di Jakarta akan mendorong pertumbuhan tingkat 
produktivitas penduduk yang potensial yang bekerja di DKI Jakarta. Jumlah 
potensial inilah yang dimungkinkan untuk dapat membeli kendaraan bermotor. 
Hasil penelitian Syafrudin (2003) menyebutkan bahwa peningkatan pendapatan 
perkapita di DKI Jakarta diikuti oleh pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor 
yang nantinya akan mempengaruhi penerimaan PKB di DKI Jakarta secara 
langsung. 
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B A B  III 
METODE PENELITIAN 
 
 
3.1  Rancangan Penelitian 
Merupakan penelitian deskriptif analitis dengan studi korelasi yaitu 
penelitian untuk merancang serta menentukan tingkat hubungan variabel, dan 
untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. 
Metode deskritif analatis merupakan metode yang bertujuan mendeskripsikan 
atau memberi gambaran terhadap suatu objek penelitian yang diteliti melalui 
sampel atau data yang telah terkumpul dan membuat kesimpulan yang berlaku 
umum (Soegiyono, 2009). Dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh 
jumlah penduduk, jenis kendaraan bermotor, pendapatan perkapita terhadap 
penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Pangkep.  
 
3.2  Tempat dan Waktu Penelitian  
Tempat penelitian dilakukan pada, Kantor Catatan Sipil Kabupaten 
Pangkep, Kantor Samsat Kabupaten Pangkep dan Badan Pusat Statistik (BPS). 
Jangka waktu penelitian dimulai dari bulan Oktober sampai dengan awal bulan 
November, hingga rampungnya penelitian ini. 
3.3  Jenis dan Sumber Data  
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua), yaitu: 
1. Data Kualitatif 
Data kualitatif yaitu data yang diperoleh dalam bentuk informasi baik lisan 
maupun tulisan. 
2. Data Kuantitatif 
Data kuantitatif yaitu data yang diperoleh dari instansi berupa angka-
angka. 
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Sumber data yang digunakan ada 2 (dua), yaitu:  
1. Data Primer  
Data primer adalah data yang dikumpulkan dari responden secara 
langsung yang merupakan data yang belum pernah dipublikasikan.  
2.  Data Sekunder  
Data sekunder adalah data yang dikumpulkan melalui instansi. Untuk 
mendapatkan data sekunder digunakan:  
a. Dokumen-dokumen instansi yang ada hubungannya dengan 
penyusunan penulisan ini. 
b. Literatur, yakni jurnal atau buku-buku yang tersedia di perpustakaan 
yang sesuai dengan masalah yang dihadapi.   
 
3.4  Populasi dan Sampel 
Populasi dalam penelitian ini adalah pajak kendaraan bermotor pada 
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkep. Sampel pada penelitian ini 
adalah realisasi pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Pangkep, Jenis 
Kendaraan Bermotor di Kabupaten Pangkep, Jumlah penduduk Kabupaten 
Pangkep dan Pendapatan Perkapita Kabupaten Pangkep pada tahun 2005 
sampai tahun 2014. 
  
3.5   Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 
Sekaran (2006) menyatakan bahwa variabel merupakan sesuatu yang 
mempunyai nilai yang dapat berbeda/berubah. Nilai ini dapat berbeda dalam 
waktu yang lain untuk objek/orang yang sama atau dapat juga berbeda pada 
waktu yang sama untuk orang/objek yang berbeda. Lebih lanjut Hatch dan 
Forhady (1982) memaparkan secara teoritis variabel dapat didefinisikan sebagai 
atribut seseorang, atau obyek yang mempunyai “variasi” antara satu orang 
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dengan yang lain atau satu obyek dengan obyek yang lain. Dalam penelitian ini 
terdiri dari variabel dependen dan independen. Variabel dependen yang 
digunakan yaitu jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor, sedangkan 
variabel independen yaitu jumlah penduduk, jenis kendaraan bermotor dan 
pendapatan perkapita Kabupaten Pangkep. Sedangkan definisi operasional 
diartikan sebagai seperangkat petunjuk yang lengkap tentang apa yang harus 
diamati dan bagaimana mengukur suatu variabel atau konsep definisi 
operasional tersebut membantu kita untuk mengklasifikasi gejala di sekitar ke 
dalam kategori khusus dari variabel. 
a.  Variabel Independen (X) 
Variabel independen merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi 
variabel dependen, baik pengaruh secara positif maupun negatif (Sekaran, 
2006). Variabel independen dalam penelitian ini:  
1. Jumlah Penduduk  
Penduduk adalah orang-orang yang berada di dalam suatu wilayah yang 
terikat oleh aturan-aturan yang berlaku dan saling berinteraksi satu sama lain 
secara terus menerus / kontinu. Penduduk yang berada atau tinggal dalam suatu 
daerah harus mengikuti peratutan daerah tersebut termasuk dalam hal peraturan 
pembayaran pajak yang digunakan untuk menopang pembangunan daerah 
mereka tinggal. Data jumlah penduduk diukur dalam satuan orang.  
2. Jenis Kendaraan Bermotor  
Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan 
teknik untuk pergerakkannya, dan digunakan untuk transportasi darat. Umumnya 
kendaraan bermotor menggunakan mesin pembakaran dalam, namun motor 
listrik dan mesin jenis lain (misalnya kendaraan listrik hibrida dan hibrida plug-in) 
juga dapat digunakan. Kendaraan bermotor memiliki roda, dan biasanya berjalan 
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di atas jalanan. Jenis-jenis kendaraan bermotor dapat bermacam-macam, mulai 
dari mobil, bus, sepeda motor, kendaraan off-road, truk ringan, sampai truk berat. 
Klasifikasi kendaraan bermotor ini bervariasi tergantung masing-masing Negara 
dan daerah. Data jenis kendaraan bermotor diukur dalam satuan rupiah 
berdasarkan penerimaannya. 
3. Pendapatan Perkapita 
Pendapatan perkapita adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu 
daerah pada suatu periode tertentu, yang biasanya satu tahun. Pendapatan 
perkapita diperoleh dari pendapatan nasional pada tahun tertentu dibagi dengan 
jumlah penduduk suatu daerah pada tahun tersebut. Data pendapatan perkapita 
dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan dinyatakan dalam satuan 
Rupiah.  
 
b.  Variabel Dependen (Y)  
Variabel dependen adalah variabel yang nilainya tergantung pada nilai 
variabel lain yang merupakan konsekuensi dari perubahan yang terjadi pada 
variabel bebas (variabel independen). Dalam penelitian ini variabel dependen 
yang digunakan adalah penerimaan pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan 
bermotor yang selanjutnya disingkat PKB, adalah pajak atas kepemilikan 
dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor yang 
selama ini dikelola oleh pemerintah sebagai pajak negara termasuk dalam 
sumber pendapatan yang diserahkan pada daerah. Penyerahan ini dilakukan 
dengan Peraturan Pcmerintah Nomor 3 Tahun 1957 tentang Penyerahan Pajak 
Negara kepada Daerah. Untuk berlakunya suatu pajak yang diserahkan kepada 
Daerah diterbitkanlah Peraturan Daerah. Adapun dasar hukum pemungutan 
Pajak Kendaraan Bermotor saat ini berdasar kepada Peraturan Daerah Nornor 4 
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Tahun 2003 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air. 
Satuan yang digunakan untuk mengukur pajak kendaraan bermotor adalah 
rupiah. 
 
3.6  Teknik Pengumpulan Data  
Untuk pengambilan data yang diperlukan, penulisan ini menggunakan 
teknik pengumpulan data sebagai berikut: 
1. Penelitian Pustaka (Library Research), yaitu pengumpulan data teoritis 
dengan cara menelaah berbagai buku literatur dan bahan pustaka lainnya 
yang berkaitan dengan judul dan masalah akan yang dibahas.    
2. Penelitian Lapang (Field Research), yaitu pengumpulan data lapang yang 
diperoleh melalui Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkep. 
3.7  Analisis Data  
Untuk menguji hipotesis yang telah dikemukakan sebelumnya, maka 
penulis menggunakan metode analisis deskriftif kuantitatif. Menurut Kuncoro 
(2003) penelitian secara deskriptif adalah penelitian yang meliputi pengumpulan 
data untuk diuji hipotesis atau menjawab status terakhir dari subyek penelitian. 
Sedangkan menurut Nazir (2009), penelitian kuantitatif adalah penelitian dengan 
menggunakan model matematis, statistik, atau komputer. Sehingga metode 
deskriptif kuantitatif dapat diartikan sebagai metode yang bertujuan untuk 
memaparkan dan mengungkapkan suatu masalah, kejadian, peristiwa 
sebagaimana adanya. 
1. Regresi Linier Berganda 
 Penelitian ini menggunakan model regresi linear berganda (Multiple Linier 
Regression Method) dengan metode kuadrat terkecil atau Ordinary Least Square 
(OLS). Metode ini diyakini mempunyai sifat-sifat yang ideal dan dapat 
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diunggulkan, yaitu secara teknis sangat kuat, mudah dalam perhitungan dan 
penarikan interpretasinya (Gujarati, 1999). 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi dengan 
data runtut waktu (time series). Analisis regresi adalah suatu studi mengenai 
ketergantungan satu variabel dependen dengan satu atau lebih variabel 
independen, dengan satu atau lebih variabel independen, dengan tujuan untuk 
menganalisis dan atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata 
variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui.  
 Untuk melakukan analisis, model matematis persamaan yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:   
PKB = ß0 + ß1 Pnddk+ ß2 Jkb+β3 Pkpita+ε1  
Dimana:  
PKB  = Jumlah penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor  
Pnddk   = jumlah penduduk  
Jkb  = jenis kendaraan bermotor  
Pkpita   = pendapatan perkapita 
ε1  = random error  
ß0  = intercept  
Pß1   = koefisien regresi  
 
2. Uji Statistik 
Analisis dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan analisis 
kuantitatif yaitu dengan model regresi dengan metode kuadrat terkecil biasa 
(OLS). Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel independen terhadap 
variabel dependen maka dilakukan pengujian terhadap hipotesis yang diajukan 
dalam penelitian ini. 
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1. Uji Signifikansi Individu (Uji t)  
Uji t dilakukan untuk melihat signifikansi dari pengaruh variabel 
independen secara individual terhadap variabel dependen dengan menganggap 
variabel independen lainnya adalah konstan. Uji t menggunakan hipotesis 
sebagai berikut (Gujarati,2003):  
a. HO : ß1 ≤ 0, yaitu tidak ada pengaruh signifikansi variabel jumlah 
penduduk terhadap variabel pajak kendaraan bermotor.  
H1 : ß1 > 0, yaitu terdapat pengaruh positif signifikansi variabel jumlah 
penduduk terhadap variabel pajak kendaraan bermotor.  
b. HO : ß2 ≤ 0, yaitu tidak ada pengaruh signifikansi variabel jenis 
kendaraan bermotor terhadap variabel pajak kendaraan bermotor.  
H1 : ß2 > 0, yaitu terdapat pengaruh positif signifikansi variabel jenis 
kendaraan bermotor terhadap variabel pajak kendaraan bermotor. 
c.  HO : ß3 ≤ 0, yaitu tidak ada pengaruh signifikansi variabel pendapatan 
perkapita terhadap variabel pajak kendaraan bermotor.  
H1 : ß3 > 0, yaitu terdapat pengaruh positif signifikansi variabel 
pendapatan perkapita terhadap variabel pajak kendaraan bermotor. 
Nilai t hitung dirumuskan dengan: 
                           thitung =  ___bj_____ 
                                         Se (b j) 
Dimana :  
bj   = kofisien regresi 
Se (b j) = standard error kofisien regresi 
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2. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)  
Uji F dilakukan untuk melihat pengaruh dari variabel independen terhadap 
variabel dependen secara keseluruhan. Hipotesis yang digunakan dalam uji F 
adalah:  
H0 : β1 = β2 = β3 = 0, yaitu tidak ada pengaruh signifikansi variabel 
jumlah penduduk, jenis kendaraan bermotor dan Pendapatan Perkapita. 
H1 : β1, β2, β3 ≠ 0 , yaitu terdapat pengaruh signifikansi variabel jumlah 
penduduk, jenis kendaraan bermotor dan Pendapatan Perkapita. 
Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung dengan 
nilai F tabel. Jika nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel, maka H0 tidak 
diterima, artinya variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi 
variabel dependen. Menurut Gujarati (2003) nilai F dirumuskan sebagai berikut: 
 
F = __R2 /(k-1)__ 
       (1-R2)/(n-k) 
 
    
Dimana : 
R2   = Koefisien determinasi  
K  = Jumlah variabel independen termasuk konstanta  
n   = Jumlah sampel 
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B A B  IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
 
4.1  Sejarah Berdirinya Kabupaten Pangkep 
Di Sulawesi Selatan, Muncul gerakan perlawanan rakyat 
mempertahankan kemerdekaan. Gerakan itu kemudian menyebar ke berbagai 
daerah-daerah seperti Gowa, Maros, Pangkep, Pare-Pare, Sidrap, Bulukumba, 
Jeneponto, serta daerah-daerah lainnya. Pangkep sebagai bagian dari wilayah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) turut ambil bagian dari upaya 
mempertahankan kemerdekaan yang diproklamasikan Soekarno – Hatta di 
Jakarta pada 17 Agustus 1945. 
Pangkep ditetapkan sebagai bagian dari wilayah RI sejak awal September 
1945, yang diumumkan oleh Andi Burhanuddin. Semua pemerintah kerajaan 
lokal, yang juga sebagai kepala pemerintahan onderdistrict, memberi dukungan. 
Dukungan yang agak kuat berasal dari Andi Mandacingi (Karaeng Mandalle), 
Andi Page (Karaeng Segeri), dan Andi Makin (Karaeng Ma’rang). Bahkan 
mereka bertiga menghadap langsung Gubernur Sulawesi, Dr GSSJ Ratulangi di 
Makassar. Dukungan lainnya berasal dari Bungoro, Balocci, Labakkang dan 
Pulau. 
Awal September 1945, Andi Burhanuddin membentuk Barisan Pemuda 
Merah Putih (disingkat Barisan PMP). Badan perjuangan yang mula terbentuk itu 
dipimpin oleh Zainuddin Condeng dan Abdul Latif dengan para anggotanya 
berasal dari bekas Heiho, Boei Taisin Tai dan Seinendan. Ada pula yang pernah 
dilatih oleh Pemerintah Belanda menjelang kedatangan Jepang, yakni Barisan 
Staatswatch . Pemuda militan ditampung dalam Barisan PMP, sehingga 
kekuatan perjuangan bisa terkoordinasi. 
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Konsolidasi Barisan PMP, kemudian dipusatkan di Mandalle. Di tempat 
itu, Andi Mandacingi berusaha memperkuat badan perjuangan, dengan 
pembinaan pemuda-pemuda. Ia dibantu oleh semua pimpinan PMP, Zainuddin 
Condeng dkk. Para kepala kampung dalam Distrik Mandalle diberi penjelasan 
tentang kemerdekaan dan usaha mempertahankannya. Pemuka masyarakat 
berpengaruh, menjadi sasaran utama, agar tidak menjadi sasaran bujukan NICA. 
Akhir September 1945, NICA memulai aksinya, antara lain membujuk tokoh 
masyarakat dan bangsawan lokal. Demikian, maka Andi Mandacingi menemui 
Mamma Daeng Mangimbangi, sepupunya sendiri. Biasanya NICA senang 
mengadu domba diantara bangsawan lokal yang masih dekat hubungan 
kekerabatannya. Melalui ucapan dalam bahasa Bugis, Mamma memberikan 
tanda dukungan, sebagai berikut : “paonanni lopi utonang, narekko titti-i, titti’na 
utonangi, narekko lumpangi, lumpanna utonangi” . 
Pada 20 September 1945, kepala kampung, imam, pemuka masyarakat, 
dan pemuda pejuang mengucapkan ikrar kesetiaan, bertempat di kediaman raja 
(Saoraja) Mandalle. Peresmian Barisan Pemuda Merah Putih oleh Andi 
Mandacingi sekaligus menyatakan bahwa wilayah adatgemenschaap Mandalle 
adalah bagian dari RI. Malamnya, susunan Barisan PMP disahkan dan dipilih 
sebagai Pimpinan Umum, Zainuddin Condeng dengan Kepala Pasukan Abdul 
Lathief dan Mamma Dg Mangimbangi, Sementara Kepala Kelompok M Jamil, M 
Tahir Dg Liong dan Lakaterru Baco Pararang. Kepala Pemerintahan Mandalle 
merupakan Penguasa Hukum dan Pertahanan/Keamanan Wilayah. Sejak itu, 
Mandalle menjadi pusat kekuatan pejuang kemerdekaan di daerah Pangkep. 
Wilayah gerak meliputi daerah Segeri dan Ma’rang. 
Di Segeri, dibentuk Barisan PMP, cabang Mandalle. Pada 5 Oktober 
1946, terpilih sebagai Kepala Pasukan adalah Hadele dengan Kepala Kelompok 
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yaitu Supu Dg Pasanrang, Sudding, La Magga, dan Beddu Lai. Setiap gerakan 
termasuk pembinaan kesatuan, dalam hal yang memungkinkan selalu terjalin 
kerjasama dengan pimpinan di Mandalle. Koordinasi dengan pemuda Ma’rang 
menghasilkan susunan pengurus Barisan PMP dengan Kepala Pasukan Abdul 
Lathief dan para Kepala kelompok Parellu, Baso Dg Magading, Patahuddin, M 
Badwi. 
Wilayah gerak Barisan PMP Ma’rang, meliputi pula wilayah Kota 
Pangkajene yang dipimpin oleh M Badwi, karena pada saat itu NICA sudah 
menguasai Pangkajene dan sudah menanamkan pengaruhnya. Perkembangan 
organisasi perjuangan, menyebabkan diadakan susunan pengurus khusus 
Mandalle dengan Kepala Pasukan Mamma Daeng Mangimbangi dengan Para 
Kepala Kelompok : M Tahir Dg Liong, La Katerru Baco Pararang, Sabe Sanre, 
dan La Upe Dg Ngalle. 
Pembentukan kepala pasukan di tiga tempat itu, lebih memperkokoh 
kekuatan pejuang. Yang menjadi hambatan, sisa masalah senjata. Orang-orang 
Jepang sejak bulan September sudah berkumpul di Kota Makassar. Maka, untuk 
dipergunakan dalam latihan, pemuda memakai tombak dan bambu runcing. 
Sementara Andi Mandacingi dan Zainuddin Condeng mengusahakan pengadaan 
senjata. Seperti di tempat lain, yang menjadi pelatih, mereka yang berasal dari 
Heiho, Boei Teisin Tai, dibantu Seinendan. Juga dijalin kerjasama dengan laskar 
GPT (Gerakan Pemuda Tanete) pimpinan Andi Abdul Muis Datu Lolo. Usaha 
pengadaan senjata dilakukan melalui berbagai cara. Ke Kalimantan di bawa 
beras untuk ditukarkan dengan senjata. Dari pulau seberang Selat Makassar itu, 
diperoleh berita ada orang-orang yang menyimpan senjata. Tentara sekutu yang 
ingin kembali, bersedia menyerahkan senjatanya, dengan tukaran makanan, 
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terutama ayam. Juga orang Jepang yang melepaskan diri dari kesatuannya, mau 
menukar senjatanya dengan beras. 
Ketika itu, terkenal istilah “sikokang”, artinya tukar menukar barang. M 
Amin Sajo ditugaskan pula mencari senjata di Makassar. Ia kebetulan mengikuti 
kursus kader PNI pimpinan Mr Tajuddin Noer, pada November 1945. Ke 
Kalimantan ditugaskan La Ribi dan kawan – kawan yang berhasil membawa 
kembali satu peti berisi 24 biji granat tangan dan 40 pasang pakaian dinas militer 
(seragam). Sambil mencari senjata, Zainuddin Condeng bersama Ishak Lubis, 
atas perintah Andi Mandacingi, berangkat ke Makassar. Tugas lainnya ialah 
menemui para pemimpin pemuda. Akan tetapi, para pemuda di Makassar pun 
kekurangan senjata. Mereka gagal memperoleh senjata dari Jepang, hanya 
karena terdapat perbedaan paham antara pemuda militan dengan kelompok Dr 
Ratulangi yang menekankan perjuangan diplomasi. 
Di Balocci, wilayah pinggiran gunung batu sekitar Tonasa, dibentuk pula 
PPNI pada November 1945, dengan pimpinan H Abdul Hamid, Muhammad 
Hasyim, Abdul Muthalib, Ballacco Dg Parumpa dan Abdul Gani, bermarkas di 
Matojeng, (Sarita Pawiloy, 1987 : 158 – 163). Konsolidasi markas dipusatkan di 
Mandalle, pemukiman penduduk di sekitar bukit sebelah timur poros jalan raya 
utama. Laskar pejuang pada umumnya hanya memegang senjata tajam dan 
beberapa buah granat tangan. Dapat dibayangkan sulitnya perlawanan terhadap 
musuh yang bersenjata lengkap. Keadaan itu berlangsung hingga Juli 1946. 
Di Pangkep, wadah kelaskaran cukup rapi, dan mempunyai cukup banyak 
anggota. Wadah yang terakhir dibentuk ialah KRIS Muda (28 Juli 1946), yang 
bermarkas di Coppotompong. Pimpinan dipegang oleh M Dahlan dan Zainuddin 
Condeng. Dalam struktur kesatuan militer, kekuatan KRIS Muda ialah satu 
batalion, namun hanya tenaga manusia dengan persenjataan yang terlalu 
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kurang. Selain perlawanan bentuk sabotase, penerangan tentang kemerdekaan 
dan pemasangan pamflet ; adanya laskar membantu perembesan operasi laskar 
yang lebih kuat di daerah Pangkep. 
Pada September 1946, laskar Harimau Indonesia (HI) datang ke wilayah 
Pangkep bagian pegunungan dan mendirikan markas di Bulu Langi. Pejuang di 
Mandalle, yang tergabung dalam KRIS Muda menyambut hangat laskar HI di 
daerahnya. Daya tarik HI ialah kelengkapan senjata mereka. Dalam bulan 
September 1946, seorang pejuang dari Enrekang ingin bergabung yaitu Andi 
Sose. Ia diterima oleh Muhammad Syah, pimpinan HI, akan tetapi diminta agar 
kembali ke daerah asalnya dan membentuk laskar HI disana. 
Kontak senjata pasukan gabungan HI / KRIS Muda melawan KNIL 
meletus di Kampung Pettung. Seorang laskar pejuang gugur, bernama La Mappa 
(dalam bulan Oktober 1946). Dalam Nopember 1946, laskar pimpinan Mamma 
bertahan mati-matian atas serangan KNIL. Mamma sendiri gugur dalam 
pertempuran itu. Pasukan HI yang selalu mobiele dalam operasinya, sulit dijebak 
oleh musuh. Januari 1946, Pimpinan HI mengikuti konferensi di Paccekke atas 
undangan Mayor Andi Mattalatta, berdasar mandat dari Panglima Jenderal 
Soedirman. Selama di Mandalle-Pangkep, Pasukan HI bersama KRIS Muda dan 
Banteng Indonesia Sulawesi (BIS) melakukan kontak senjata dengan musuh tak 
kurang 20 kali dari September 1946 s.d. Maret 1947. 
Tak banyak yang tahu bahwa Pulau Kalu-kalukuang, Liukang Kalmas 
banyak memberikan andil bagi keberhasilan perjuangan kemerdekaan RI, 
khususnya di Sulawesi Selatan. Pulau yang berjarak 185, 82 mil dari ibukota 
Pangkep itu di era revolusi fisik, dijadikan basis perjuangan/tempat persinggahan 
yang aman dan strategis bagi para pejuang kemerdekaan baik dari Pulau Jawa 
maupun dari Sulawesi Selatan sendiri. Sebut saja ekspedisi TRIPS (Tentara 
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Rakyat Indonesia Persiapan Sulawesi) dibawah pimpinan Mayor Johan Dg 
Mangung yang bermarkas di Lawang, Jawa Timur beberapa kali melakukan 
ekspedisi ke Sulawesi Selatan pada tahun 1947 dengan menggunakan Perahu 
Lete’ khas buatan orang Pulau Kalu-kalukuang. 
Dari sekian banyak ekspedisi itu, salah satu yang terkenal adalah 
ekspedisi dibawah pimpinan Kapten A Hasan Rala (mantan Bupati Maros) 
dengan menggunakan Perahu Lete’, yang bernama Kapten Pahlawan Laut 
(Kapten Baru) dari Pulau Kalu-Kalukuang. Kapal itu milik Hj St Hawa yang 
diawaki oleh suaminya sendiri H Bakkar Puang Menda sebagai nakhoda dengan 
dibantu 6 orang sawi yakni Baco, Sehe, Tangnga, Kadir, Pudding dan Lanuddin. 
Ekspedisi ini berjumlah 36 orang pejuang Sul-Sel, diantaranya Lettu AA Rifai dan 
Letda Achmad Lamo (mantan Gubernur Sul-Sel). 
Ekspedisi ini berangkat pada 28 Januari 1947 dari Bondowoso, singgah di 
Pulau Kalu-kalukuang pada 1 Februari 1947. Setelah istirahat beberapa hari, 
perjalanan dilanjutkan dan singgah di CempaE, Barru pada 16 Februari 1947. 
Sebagai bukti keiikut-sertaan rakyat pulau Kalu-kalukuang (Liukang Kalmas) 
dalam sejarah perjuangan kemerdekaan RI, sampai sekarang Perahu Lete’ yang 
pernah dipakai dalam ekspedisi TRIPS tersebut diabadikan di Museum ALRI, 
Surabaya. 
Perlawanan di pulau – pulau kecil dilakukan oleh PPNI / ALRI yang 
dibentuk oleh Ali Malaka, Abdul Khalik dan Abdul Muthalib dalam bulan Oktober, 
diresmikan pada 4 Nopember 1946. Pusat laskar di Pulau Sarappo Lompo. 
Selain melakukan perlawanan, anggota PPNBI / ALRI juga mengatur 
penyerangan para pejuang Sul-sel ke Jawa dan Kalimantan, meski saat itu 
persenjataan sangat terbatas. 
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Awal Maret 1947, satu peleton TRIPS dari Jawa, berangkat dari 
Purbalingga, tiba di Daerah Pangkep. Sebagian dari mereka telah mendarat di 
pesisir pantai Mandalle, ketika musuh segera datang ketempat pendaratan. 
Komposisi pasukan TRIPS tersebut : Danton Letda Yos Effendi, wakilnya Letda 
Taeras Daulat. Para komandan regu : Coni, Samaila dan La Combalang. Senjata 
yang dibawa hanya 41 pucuk, terdiri dari 1 pucuk mortar 3 inci, 2 pucuk 
owengun, 2 pucuk stengun, 2 pucuk pistol colt, dan 34 pucuk senjata karaben. 
Bawaan lainnya berupa 50 karung gula pasir dan 20 peti granat tangan. 
Suatu tipuan licik KNIL sempat memerdaya pasukan TRIPS. KNIL 
mengibarkan bendera merah putih mendekati pantai, dimana pendaratan akan 
dilaksanakan. Melihat “kawan” sementara menyambut, Yos Effendi 
memerintahkan pletonnya mendarat. Ketika itu juga, serangan KNIL dilancarkan. 
TRIPS sadar, bahwa para penyambut ternyata adalah musuh. Kontak senjatapun 
akhirnya berlangsung dari pukul 18.00 sampai pukul 22.00. Dua orang pejuang 
gugur. Berikut seorang awak perahu tewas. Mereka yang masih berada diatas 
perahu segera menghindar dari tempat itu. Kemudian berlayar kembali ke Jawa. 
 
4.2  Sejarah Pemerintahan Daerah 
Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, Pangkajene dan Kepulauan 
belum bersatu dalam satu wilayah pemerintahan. Pangkajene dengan 
daratannya berstatus Onderafdeeling dengan nama ‘Onderafdeeling Pangkajene‘ 
dibawah taktis ‘Afdeeling Makassar‘ dengan 7 adat gemenschap yaitu: 
Pangkajene, Bungoro, Labakkang, Ma’rang, Segeri, Mandalle dan Balocci. Onder 
afdeeling Pangkajene waktu itu berada dibawah pengawasan seorang 
Gezaghebber setingkat Controleur yang berkedudukan di Pangkajene, sedang 
adat–adat gemenschap dipercayakan kepada karaeng-karaeng. 
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Wilayah kepulauan sebagai bagian dari Stadsgemente Makassar, 
dikepalai oleh Kepala Distrik Makassar yang wilayah meliputi: Pulau-pulau 
‘Spermonde’ , terdiri dari 57 pulau, Kalu-kalukuang Group terdiri dari 8 pulau, 
Postelion dan Paternoster terdiri dari 52 pulau. Pulau–pulau tersebut disusun 
berkelompok disesuaikan jangkauan geografisnya serta diperintah oleh seorang 
Gallarang, yang statusnya sama dengan ‘Kepala Kampung’. 
Di masa pemerintahan Jepang (1942 – 1945), Sistem pemerintahan di 
Pangkajene tidak berubah, yang berubah hanyalah bahasa. Adat gemeenschap 
dinamai “Gun”, dikepalai ‘Guntjo’, dikoordinir oleh ‘Guntjo Sodai’ dari Indonesia 
dibawah taktis Bunken Kanrikan dari Jepang. Sedang pulau tetap dalam wilayah 
‘Stadsgemente Makassar’ dengan penyebutan “Makassar Si”, dikepalai 
‘Makassar Sitjo’ dan Distrik Makassar disebut “Makassar Gun”, dikepalai 
“Makassar Guntjo” . 
Dengan Staatsblad 1946 / 17 Daerah – daerah bekas Rechtstreeks 
Bestuursgebied termasuk Onderafdeeling Pangkajene dibentuklah swapraja baru 
(Neo Zelfsbestuur), terdiri dari gabungan adat gemenschap. Wilayah kepulauan, 
mulai dipisah dari Gemente Makassar dengan Ketua Dewan Hadat Abdul Rahim 
Dg Tuppu, mantan Kepala District Makassar dengan anggota hadat: Gallarang 
Balang Lompo, Gallarang Barrang lompo, Gallarang Sapuka, Gallarang Salemo, 
Gallarang Kalu-kalukuang, dan Gallarang Kodingareng. 
UU No. 22 Tahun 1948 yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat RI tetap 
bertahan meski Belanda belum mengakui kedaulatan Indonesia. Dengan SK 
Mendagri No. Des. 1/14/4/1951, Gubernur diperintahkan mempersiapkan daerah 
otonom baru setingkat Daerah Swatantra Tingkat II, disusul PP No. 34/1952, jo. 
PP No. 2/1952, dibentuklah DAERAH MAKASSAR yang berkedudukan di 
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Sungguminasa, Takalar, Jeneponto, Maros, Pangkajene dan Kepulauan sebagai 
Daerah Otonom Tingkat II. 
Akibat perkembangan kehidupan bernegara, lahir pula UU Darurat No. 2 
Tahun 1957, dimana Daerah Makassar dipecah menjadi Daerah: Gowa, 
Makassar, Jeneponto dan Takalar. Kabupaten Makassar membawahi wilayah–
wilayah : (1) Onderafdeeling Pulau-Pulau; (2) Onderafdeeling Maros; (3) 
Onderafdeeling Pangkajene dengan pimpinan Bupati Kepala Daerah Andi Tjatjo. 
Usaha simplikasi pembentukan daerah-daerah dilanjutkan Pemerintah Pusat RI 
dengan UU No. 29 Tahun 1959, di mana Pangkep menjadi daerah otonom 
tingkat II, digabung dengan bekas onderafdeling pulau – pulau, sehingga menjadi 
Kabupaten Dati II Pangkep yang membawahi 9 kecamatan, yakni: Pangkajene, 
Bungoro, Labakkang, Ma’rang, Balocci, Segeri Mandalle, Liukang Tupabbiring, 
Liukang Kalmas, Liukang Tangaya dengan Bupati pertama, Mallarangeng Dg 
Matutu. 
Kini, Kabupaten Pangkep tidak lagi terdiri dari 9 kecamatan, tapi 12 
wilayah kecamatan. Sebagai bagian dari semangat Otonomi Daerah, maka lewat 
Perda No. 13/2000 (Lembaran Daerah No. 18 Tahun 2000) telah dibentuk tiga 
kecamatan baru. Wilayah administrasi pemerintahan Pangkep saat ini meliputi 
Pangkajene, Balocci, Bungoro, Labakkang, Ma’rang, Segeri, Liukang Tupabiring, 
Liukang Kalmas, Liukang Tangaya, Minasate’ne, Mandalle, dan Kecamatan 
Tondong Tallasa. 
Sekilas Sejarah Penetapan Hari Jadi Kab.Pangkep 
I. Dasar Pembentukan 
Sebagaimana catatan otentik yang ada menunjukkan bahwa Undang-
Undang Nomor 29 Tahun 1959 merupakan dasar hukum pembentukan daerah-
daerah tingkat II di Sulawesi. Salah satu daerah tingkat II tersebut adalah 
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Kabupaten dati II Pangkajene dan Kepulauan yang sebelum ditetapkannya 
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 termasuk dalam bagian daerah 
Makassar yang disebut Onderafdeling Pangkajene sebagaimana dimaksud 
dalam bijblad Nomor 14377 Jls surat Ketetapan Menteri Dalam Negeri Indonesia 
Timur tanggal, 19 Januari 1950 Nomor UPU 1/1/45 JO Tanggal, 20 Maret 1950 
Nomor UPU 1/6/23. 
II. Proses Penetapan Hari Jadi Kabupaten Pangkep 
Salah satu kebanggaan bagi setiap daerah apabila mengetahui sejarah 
dan kelahirannya yang memberikan sesuatu makna dan nilai historis dan yuridis 
yang harus senantiasa tetap dijaga dan dipertahankan eksistensinya sebagai 
sumber motivasi moral bagi masyarakatnya. 
Bertitiktolak dari motivasi tersebut dan berdasarkan atas kelahiran 
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, maka pemuda-pemuda kitayang 
terhimpun dalam wadah organisasi Komite Nasional Pemuda Indonesia 
kabupaten Pangkep terdorong untuk mencoba mencari dan menghimpun 
masukan-masukan pendapat dari budayawan dan teknokrat dalam suatu 
Seminar Kelahiran Pangkep yang berlangsung dari tanggal 26 sampai 27 Maret 
1986 dengan menampilkan para nara sumber antara lain: 
- Prof. Dr. A.Zainal Abidin Farid, SH. 
- Prof. Dr.Syahruddin Kaseng 
- Drs.A.Samad Thahir 
- Aminullah Lewa BA dan 
- AM.Dg. Masiga. 
Seminar tersebut melahirkan alternatif tentang hari Jadi Pangkep yakni, 
didasarkan atas tinjauan kesejarahan satu kerajaan tua yang pernah ada di 
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Pangkep yaitu di kecamatan Bungoro yang dikenal dengan kerajaan “Siang” 
pada masa antara abad 16 sampai abad ke 17. 
Alternatif lainnya adalah didasarkan pada pertimbangan yuridis formal 
yakni dasar hukum pembentukan daerah tingkat II Pangkajene dan Kepulauan. 
Bertolak dari hasil seminar tersebut, pihak pemerintah daerah dalam hal 
ini Bupati Kepala Daerah membentuk tim perumus yang bertugas menghimpun 
dan merumuskan data-data yang otentik dan akurat yang dapat dijadikan dasar 
dalam penetapan hari jadi Kabupaten Pangkep, namun tim perumus dalam 
menetapkan Hari Jadi Pangkep atas dasar pertimbangan kesejarahan menemui 
kendala, oleh karena data data dan informasi tidak cukup dapat mendukung, 
sehingga tim perumus mencoba memanfaatkan data dan informasi dari sudut 
pertimbangan yuridis formal yang memberikan dua alternatif yakni, tanggal 
ditetapkannya surat keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah UP. 
7/2/40-337 tanggal, 28 Januari 1960 tentang pengangkatan Mallarangeng Dg. 
Matutu sebagai Bupati Kepala Daerah tingkat II Pangkajene dan Kepulauan 
yakni pada tanggal, 28 Januari 1960 dan pilihan kedua adalah dari serah terima 
jabatan Mallarangeng dg. Matutu sebagai Bupati Kepala Daerah tingkat II 
Pangkajene dan Kepulauan. 
Dua pilihan inilah yang diajukan oleh tim kepada bapak Bupati kepala 
daerah untuk menetapkan satu diantaranya untuk dijadikan dasar dalam 
rancangan Peraturan Daerah yang akan diajukan kepada Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah sebagai bahan pembahasan. 
Berdasarkan dua pilihan yang diajukan tim tersebut, oleh Bupati Kepala 
Daerah dalam hal ini Bpk. M.R. Natsir menetapkan serahterima jabatan dari Andi 
Tjatjo kepada Mallarangeng Dg. Matutu sebagai momentum kelahiran Pangkep 
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untuk disampaikan pada DPRD namun masih ditemukan sedikit permasalahan 
dengan tidak ditemukannya berita acara pelantikan Mallarangeng Dg. Matutu. 
Berkat keterangan Bpk. Mallarengeng Dg. Matutu secara pribadi bahwa 
pelantikan tersebut seingat beliau dilaksanakan pada hari Senin sebelum 
tanggal, 10 Februari dan setelah melihat penanggalan tahun 1960, menunjukkan 
bahwa hari Senin jatuh pada tangal 1 dan tanggal 8 Februari 1960. Hal inilah 
yang menjadi pengajuan rancangan peraturan daerah (Perda) kepada DPRD 
Tingkat II Pangkep. 
Berdasarkan data-data diatas, maka pada tanggal, 10 Februari 1992 
rancangan perda tentang Hari Jadi Kabupaten daerah Tingkat II Pangkajene dan 
Kepulauan dibahas secara bersama-sama oleh pihak eksekutif dan legislatif 
dalam rapat paripurna tingkat I di gedung DPRD tingkat II Pangkep. 
Dalam pembahasan rancangan Perda pihak legislatif cukup berhati-hati 
dan jeli untuk menetapkan hari jadi Kabupaten Pangkep, sehingga 
pembahasannya dilakukan dalam sidang-sidang komisi khusus/gabungan yang 
menggunakan waktu cukup lama. 
Berkat upaya dan kesungguhan semua pihak utamanya pihak eksekutif 
dan legislatif, pemuka masyarakat dan generasi muda akhirnya berhasil 
ditemukan salah satu arsip yang sangat menentukan penetapan hari jadi 
tersebut, berupa arsip pidato/sambutan bupati kepala daerah pertama yaitu 
Bapak Mallarangeng Dg. Matutu pada peringatan proklamasi kemerdekaan RI 
yang ke 15 pada tangal 17 Agustus 1960. Dalam pidato tersebut terdapat kalimat 
yang berbunyi sebagai berikut: 
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“ ………. Sebagaimana kita ketahui pada hari Senin tanggal 8 Februari 1960 
pimpinan pemerintahan di daerah ini telah ditimbang terimakan oleh pimpinan 
lama kepada yang baru.” 
Atas dasar data otentik itu, akhirnya dipilih dan disepakati bersama pihak 
eksekutif dan legislatif untuk menetapkan hari jadi kabupaten daerah tingkat II 
Pangkajene dan Kepulauan jatuh pada tanggal 8 Februari 1960 yakni saat 
pelantikan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pangkep yang pertama yaitu Bpk. 
Mallarangeng Dg. Matutu secara defacto sebagai pejabat kepala daerah. 
Untuk itu, maka pada tanggal 9 Juli 1992 dalam sidang paripurna DPRD 
ditetapkan rancangan peraturan daerah tentang Perda Hari Jadi Kabupaten 
Daerah Tingkat II Pangkep yakni peraturan daerah nomor 4 tahun 1962 yang 
menetapkan tanggal, 8 Februari sebagai Hari jadi kabupaten Pangkep. 
Sebagai proses lanjut atas penetapan Perda tersebut, agar mempunyai 
kekuatan hukum yang mengikat maka pada tanggal 24 Juli 1962 diajukan 
pengusulan pengesahannya kepada Gubernur kepala Daerah Tingkat I Sulsel 
sebagai pejabat yang mengesahkan. Setelah melalui pemeriksaan secara teliti 
dan mendalam pada Biro Hukum Setwilda tingkat I dan melakukan 
penyempurnaan sebagaimana mestinya, akhirnya disetujui pengesahan Perda ini 
dengan surat keputuan Gubernur Tingkat I Sulsel No.100/8/92 tanggal 28 
Agustus 1992 dan dicantumkan dalam lembaran daerah kabupaten daerah 
tingkat II Pangkajene dan Kepulauan nomor 7 tahun 1962 seri D Nomor 4. 
Dengan lahirnya perda tentang hari jadi kabupaten daerah tingkat II 
Pangkep, maka hal ini menunjukkan tuntutan tanggungjawab kepada seluruh 
warga masyarakat kabupaten pangkep untuk menjaga dan melestarikan jatidiri 
daerahnya sebagai suatu yang tidak ternilai dan menjadikannya sebagai suatu 
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kekuatan baru dalam memotivasi diri dalam mempertahankan keseinambungan 
didaerah ini. 
Nama-nama Bupati dan wakil bupati Pangkep dari masa ke masa 
1. Andi Mallarangan Periode 1960-1966 
2. Brigjen (purn) HM. Arsyad B Periode 1966-1979 
3. Kol. (Purn) H. Hasan Sammana Periode 1979-1984 
4. Kol. (Purn) Djumadi Junus Periode 1984-1989 
5. Kol. (Purn) H.M.R. Natsir Periode 1989-1994 
6. Kol. CZI. Baso Amirullah Periode 1994-1999 
7. HA.Gaffar Patappe (bupati) Periode 1999-2004 
Drs. HM. Saman Sadek (Wakil bupati) 
8. H. Basrah Hafid SH, MM (penjabat bupati) Periode 2004-2005 
9. Ir.H.Syafrudin Nur Msi (bupati) Periode 2005-2010 
HA. Kemal Burhanuddin BSc (wakil bupati) 
10. H.A.Kemal Burhanuddin,BSc(Bupati) 2010 
11. H.Syamsuddin,A.Hamid,SE (bupati) 2010-2015 
Drs.Abd.Rahman Assagaf (wakil bupati). 
4.3  Perkembangan Jumlah Penduduk 
Jumlah penduduk merupakan variabel yang dapat mempengaruhi jumlah 
penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, karena dengan bertambahnya jumlah 
penduduk kepemilikan kendaraan semakin bertambah pula, yang pada akhirnya 
akan meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermtor khususnya di 
Kabupaten Pangkep. 
Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, maka dapat dikemukakan  
jumlah penduduk dari tahun 2005 - 2014, yang dapat dilihat pada tabel 5.1. 
berikut. 
65 
Tabel 5.1. 
Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Pangkep Tahun 2005 – 
2014 
 
Tahun Penduduk (Jiwa)  
Perubahan (Jiwa) 
Perubahan (%) 
2005 265.305 - - 
2006 272.667 7.362 2,77 
2007 280.522 7.855 2,88 
2008 289.198 8.676 3,09 
2009 298.450 9.252 3,20 
2010 308.316 9.866 3,31 
2011 318.837 10.521 3,41 
2012 329.997 11.160 3,50 
2013 341.618 11.621 3,52 
2014 354.810 13.192 3,86 
Sumber: Data Diolah 2015. 
 
 
Sesuai dengan data pada tabel 5.1, maka dapat dijelaskan bahwa jumlah 
penduduk Kabupaten Pangkep setiap tahunnnya mengalami peningkatan, 
terbukti pada tahun 2005 jumlah penduduk sebanyak 265.305 jiwa, mengalami 
peningkatan pada tahun 2006 menjadi sebanyak 272.667 jiwa atau bertambah 
sebanyak 7.362 jiwa atau kenaikannya sebesar 2,77 persen bila dibandingkan 
dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2007 jumlah penduduk Kabupaten 
Pangkep mencapai sebanyak 280.522 jiwa atau bertambah sebanyak 7.855 jiwa 
atau kenaikannya sebesar 2,88 persen. 
Pada tahun 2008 jumlah penduduk meningkat menjadi sebanyak 289.198 
jiwa atau bertambah sebanyak 8.676 jiwa atau kenaikannya sebesar 3,09 
persen. Kenaikan ini diakibatkan karena tingkat kelahiran lebih besar dari tingkat 
kematian dan juga adanya penduduk masuk dari daerah lain. Pada tahun 2009 
jumlah penduduk meningkat menjadi sebanyak 298.450 jiwa atau bertambah 
sebanyak 9.252 jiwa atau kenaikannya sebesar 3,20 persen. Selanjutnya, pada 
tahun 2010 jumlah penduduk mencapai sebanyak 308.316 jiwa atau 
kenaikannya sebesar 3,31 persen bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 
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Kenaikan jumlah penduduk tersebut hingga tahun 2014 menjadi sebanyak 
354.810 jiwa atau tambahannya sebanyak 13.192 jiwa bila dibandingkan tahun 
2013 atau kenaikannya sebesar 3,86 persen. 
 
4.4  Perkembangan Jenis Kendaraan Bermotor 
Jenis Kendaraan bermotor adalah tipe kendaraan yang digerakkan oleh 
peralatan teknik dan digunakan untuk menghubungkan daerah yang satu ke 
daerah yang lain. Umumnya kendaraan bermotor menggunakan mesin dan 
bahan bakar, misalnya bensin atau solar. Kendaraan bermotor memiliki roda, dan 
biasanya berjalan di atas jalanan. Jenis-jenis kendaraan bermotor dapat 
bermacam-macam, mulai dari mobil, bus, sepeda motor, kendaraan off-road, truk 
ringan, sampai truk berat. Klasifikasi kendaraan bermotor ini bervariasi 
tergantung masing-masing negara atau daerah. Data jenis kendaraan bermotor 
diukur dalam satuan rupiah berdasarkan penerimaannya. 
Dalam penelitian ini, jenis kendaraan bermotor merupakan variabel 
bebas yang dapat mempengaruhi jumlah penerimaan Pajak Kendaraan 
Bermotor, karena dengan bertambahnya jenis kendaraan bermotor maka 
semakin bertambah pula penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten 
Pangkep. 
Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, maka dapat dikemukakan  
jenis kendaraan bermotor dari tahun 2005 - 2014, yang dapat dilihat pada tabel 
5.2. berikut. 
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Tabel 5.2. 
Perkembangan Jenis Kendaraan Bermotor di Kabupaten Pangkep Tahun 
2005 – 2014 
 
Tahun Jenis Kendaraan 
Bermotor (Unit)  Perubahan (Unit) 
Perubahan (%) 
2005 60.776 - - 
2006 61.820 1.044 1,72 
2007 62.908 1.088 1,76 
2008 64.018 1.110 1,77 
2009 65.219 1.201 1,88 
2010 66.511 1.292 1,98 
2011 68.261 1.750 2,63 
2012 70.781 2.520 3,69 
2013 74.070 3.289 4,65 
2014 78.319 4.249 5,74 
Sumber: Data Diolah 2015. 
 
 
Sesuai dengan data pada tabel 5.2, maka dapat dijelaskan bahwa jenis 
kendaraan bermotor di Kabupaten Pangkep setiap tahunnnya mengalami 
peningkatan, terbukti pada tahun 2005 jumlah jenis kendaraan bermotor 
sebanyak 60.776 unit, mengalami peningkatan pada tahun 2006 menjadi 
sebanyak 61.820 unit atau bertambah sebanyak 1.044 unit atau kenaikannya 
sebesar 1,72 persen bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 
2007 jumlah jenis kendaraan bermotor Kabupaten Pangkep mencapai sebanyak 
62.908 unit atau bertambah sebanyak 1.088 unit atau kenaikannya sebesar 1,76 
persen. 
Pada tahun 2008 jumlah jenis kendaraan bermotor meningkat menjadi 
sebanyak 64.018 unit atau bertambah sebanyak 1.110 unit atau kenaikannya 
sebesar 1,77 persen. Kenaikan ini diakibatkan karena perekonomian di daerah 
ini semakin membaik. Pada tahun 2009 jumlah jenis kendaraan bermotor 
meningkat menjadi sebanyak 65.219 unit atau bertambah sebanyak 1.201 unit 
atau kenaikannya sebesar 1,88 persen. Selanjutnya, pada tahun 2010 jumlah 
jenis kendaraan bermotor mencapai sebanyak 66.511 unit atau kenaikannya 
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sebesar 1,98 persen bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kenaikan 
jumlah jenis kendaraan bermotor tersebut hingga tahun 2014 menjadi sebanyak 
78.319 unit atau tambahannya sebanyak 4.249 unit bila dibandingkan tahun 
2013 atau kenaikannya sebesar 5,74 persen. 
 
4.5  Perkembangan Pendapatan Perkapita 
Pendapatan perkapita adalah pendapatan rata-rata penduduk Kabupaten 
Pangkep pada suatu periode tertentu. Pendapatan perkapita diperoleh dari 
pendapatan daerah pada tahun tertentu dibagi dengan jumlah penduduk suatu 
daerah pada tahun tersebut. Data pendapatan perkapita dikeluarkan oleh Badan 
Pusat Statistik (BPS) dan dinyatakan dalam satuan Rupiah. 
Dalam penelitian ini, pendapatan perkapita merupakan variabel bebas 
yang dapat mempengaruhi jumlah penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, 
karena dengan bertambahnya pendapatan perkapita maka akan bertambah 
penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Pangkep. Berdasarkan data 
yang telah dikumpulkan, maka dapat dikemukakan pendapatan perkapita dari 
tahun 2005 - 2014, yang dapat dilihat pada tabel 5.3. berikut. 
Tabel 5.3. 
Perkembangan Pendapatan Perkapita di Kabupaten Pangkep Tahun 2005-
2014 
 
Tahun Pendapatan Perkapita 
(Rp)  Perubahan (Rp) 
Perubahan (%) 
2005 11.000.000 - - 
2006 11.300.000 300.000 2,73 
2007 11.500.000 200.000 1,77 
2008 12.700.000 1.200.000 10,44 
2009 13.000.000 300.000 2,36 
2010 13.400.000 400.000 3,08 
2011 13.500.000 100.000 0,75 
2012 13.750.000 250.000 1,85 
2013 14.000.000 250.000 1,82 
2014 28.000.000 14.000.000 100,00 
Sumber: Data Diolah 2015. 
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Berkaitan dengan uraian pada tabel 5.3, maka dapat dijelaskan bahwa 
pendapatan perkapita di Kabupaten Pangkep setiap tahunnnya mengalami 
peningkatan, terbukti pada tahun 2005 pendapatan perkapita sebesar 
Rp.11.000.000,- mengalami peningkatan pada tahun 2006 menjadi sebesar 
Rp.11.300.000,- atau bertambah sebesar Rp.300.000,- atau kenaikannya 
sebesar 2,73 persen bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 
2007 pendapatan perkapita Kabupaten Pangkep mencapai sebesar 
Rp.11.500.000,- atau bertambah sebesar Rp.200.000,- atau kenaikannya 
sebesar 1,77 persen. 
Pada tahun 2008 pendapatan perkapita meningkat menjadi sebesar 
Rp.12.700.000,- atau bertambah sebesar Rp.1.200.000,- atau kenaikannya 
sebesar 10,44 persen. Kenaikan ini diakibatkan karena perekonomian di daerah 
ini semakin membaik. Pada tahun 2009 pendapatan perkapita meningkat 
menjadi sebesar Rp.13.000.000 unit atau bertambah sebesar Rp.300.000,- atau 
kenaikannya sebesar 2,36 persen. Selanjutnya, pada tahun 2010 pendapatan 
perkapita mencapai sebesar Rp.13.400.000,- atau kenaikannya sebesar 3,08 
persen bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kenaikan pendapatan 
perkapita tersebut hingga tahun 2014 menjadi sebesar Rp.28.000.000,- atau 
tambahannya sebesar Rp.14.000.000,- bila dibandingkan tahun 2013 atau 
kenaikannya sebesar 100,00 persen. 
 
4.6  Perkembangan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor 
Dalam praktiknya jenis pajak kendaraan bermotor dibagi atas 2, yaitu 
PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) & PKAA (Pajak Kendaraan Diatas Air). Pajak 
kendaraan bermotor yang selanjutnya disingkat PKB, adalah pajak atas 
kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan 
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Bermotor yang selama ini dikelola oleh pemerintah sebagai pajak negara 
termasuk dalam sumber pendapatan yang diserahkan pada daerah. 
Dalam penelitian ini, pajak kendaraan bermotor merupakan variabel 
terikat yang dipengaruhi oleh jumlah penduduk, jenis kendaraan bermotor dan 
pendapatan perkapita. 
Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, maka dapat dikemukakan 
perkembangan penerimaan pajak kendaraan bermotor dari tahun 2005 - 2014, 
yang dapat dilihat pada tabel 5.4. berikut. 
Tabel 5.4. 
Perkembangan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten 
Pangkep Tahun 2005 – 2014 
 
Tahun Pajak Kendaraan 
Bermotor (Rp)  Perubahan (Rp) 
Perubahan (%) 
2005 7.023.555.650 - - 
2006 7.320.665.400 297.109.750 4,23 
2007 7.850.775.500 530.110.100 7,24 
2008 8.210.324.750 359.549.250 4,58 
2009 8.675.125.550 464.800.800 5,66 
2010 9.081.342.305 406.216.755 4,68 
2011 11.375.329.810 2.293.987.505 25,26 
2012 15.040.785.790 3.665.455.980 32,22 
2013 17.930.379.200 2.889.593.410 19,21 
2014 20.542.204.239 2.611.825.039 14,57 
Sumber: Data Diolah 2015. 
 
Berdasarkan data pada tabel 5.4, maka dapat dijelaskan bahwa 
penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Pangkep setiap tahunnnya 
mengalami peningkatan, terbukti pada tahun 2005 penerimaan pajak kendaraan 
bermotor sebesar Rp.7.023.555.650,- mengalami peningkatan pada tahun 2006 
menjadi sebesar Rp.7.320.665.400,- atau bertambah sebesar Rp.297.109.750,- 
atau kenaikannya sebesar 4,23 persen bila dibandingkan dengan tahun 
sebelumnya. Pada tahun 2007 penerimaan pajak kendaraan bermotor 
Kabupaten Pangkep mencapai sebesar Rp.7.850.775.500,- atau bertambah 
sebesar Rp.530.110.100,- atau kenaikannya sebesar 7,24 persen. 
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Pada tahun 2008 penerimaan pajak kendaraan bermotor meningkat 
menjadi sebesar Rp.8.210.324.750,- atau bertambah sebesar Rp.359.549.250,- 
atau kenaikannya sebesar 4,58 persen. Kenaikan ini diakibatkan karena 
perekonomian di daerah ini semakin membaik. Pada tahun 2009 penerimaan 
pajak kendaraan bermotor meningkat menjadi sebesar Rp.8.675.125.550,- atau 
bertambah sebesar Rp.464.800.800,- atau kenaikannya sebesar 5,66 persen. 
Selanjutnya, pada tahun 2010 penerimaan pajak kendaraan bermotor mencapai 
sebesar Rp.9.081.342.305,- atau kenaikannya sebesar 4,68 persen bila 
dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kenaikan penerimaan pajak kendaraan 
bermotor tersebut hingga tahun 2014 menjadi sebesar Rp.20.542.204.239,- atau 
tambahannya sebesar Rp.2.611.825.039,- bila dibandingkan tahun 2013 atau 
kenaikannya sebesar 14,57 persen. 
4.7  Deskripsi Data atas Variabel Penelitian 
Berdasarkan data pada tabel 5.5, maka dapat dijelaskan bahwa ada 10 
tahun pengamatan yang ditampilkan untuk dihitung dan dianalisis tentang faktor- 
faktor yang mempengaruhi Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Pangkep. 
Atau hasil penelitian tersebut dapat dilihat pada tabel 5.5. berikut.  
Jumlah penduduk (X1) diperoleh dari keseluruhan penduduk yang berada 
di Kabupaten Pangkep sedangkan jenis kendaraan bermotor (X2) merupakan tipe 
dari kendaraan yang beroperasi di Kabupaten Pangkep dan pendapatan 
perkapita (X3) adalah penghasilan rata-rata setiap penduduk yang ada di 
Kabupaten Pangkep serta penerimaan pajak kendaraan bermotor (Y) merupakan 
iuran yang dapat dipaksakan dari setiap kendaraan bermotor.  
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Tabel 5.5. Jumlah Penduduk, Jenis Kendaraan Bermotor, Pendapatan Perkapita 
dan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor 
 
No Tahun Penduduk 
(X1) 
Jenis 
Kendaraan 
Bermotor (X2) 
Pendapatan 
Perkapita (X3) 
Penerimaan 
Pajak Kendaraan 
Bermotor (Y) 
1. 2005 265.305 60.776 11.000.000 7.023.555.650 
2. 2006 272.667 61.820 11.300.000 7.320.665.400 
3. 2007 280.522 62.908 11.500.000 7.850.775.500 
4. 2008 289.198 64.018 12.700.000 8.210.324.750 
5. 2009 298.450 65.219 13.000.000 8.675.125.550 
6. 2010 308.316 66.511 13.400.000 9.081.342.305 
7. 2011 318.837 68.261 13.500.000 11.375.329.810 
8. 2012 329.997 70.781 13.750.000 15.040.785.790 
9. 2013 341.618 74.070 14.000.000 17.930.379.200 
10. 2014 354.810 78.319 28.000.000 20.542.204.239 
Sumber: Data Diolah 2015. 
 
 
4.8  Uji Asumsi Normalitas 
Untuk mengetahui apakah nilai-nilai sebaran data yang diperoleh dari 
hasil penelitian memenuhi persyaratan atau tidak dan apakah syarat persamaan 
regresi dipenuhi, maka akan dikemukakan persyaratan normalitas, maka 
digunakan pedoman chart (grafik) dari normal probability plot yang terlihat pada 
Gambar 5.1. dan 5.2. berikut:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 5.1. Histogram 
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Gambar 5.2. Normal Probability Plot 
 
Berdasarkan normal probability plot, dapat dikemukakan bahwa nilai-nilai 
sebaran data (lihat noktah-noktah) terletak di sekitar garis lurus (tidak terpencar 
jauh dari garis lurus), sehingga dikatakan bahwa persyaratan normalitas 
dipenuhi.    
 
4.9  Interpretasi Pembahasan 
1. Analisis Data 
Analisis model dan pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui 
sejauh mana hasil uji statistik menentukan diterima atau tidaknya hipotesis 
yang diajukan. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah Model 
Analisis Regresi Linear Berganda. Model ini digunakan untuk menguji 
pengaruh jumlah penduduk (X1), jenis kendaraan bermotor (X2) dan 
pendapatan perkapita (X3) terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor 
(Y) di Kabupaten Pangkep baik secara serentak/simultan maupun secara 
individual/parsial. 
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Hasil perhitungan analisis regresi linier berganda dengan 
menggunakan bantuan program SPSS versi 21 disajikan pada tabel berikut. 
Tabel 5.6. 
Ringkasan Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 
No. Variabel Koefisien Regresi 
(β) 
Nilai Fhitung Sig. 
1. Constanta -62670846486,304 
239,458 0,000 
2. Pnddk (X1) -176379,889 
3. Jkb (X2) 1960946,930 
4 Pkpita (X3) -279,027 
 R  = 0,996  
 R2 = 0,992 
n   = 10 
Ftabel = 4,76 
Fhitung = 239,458 
α  = 0,05 (tingkat kesalahan yang                
disyaratkan)                                             
Sumber : Data primer diolah, 2015. 
Sesuai dengan hasil pada tabel di atas, maka dapat dibuat model 
persamaan regresi liner berganda untuk penelitian ini sebagai berikut : 
Y = -62.670.846.486,304 – 176.379,889 X1 + 1.960.946,930 X2 - 279,027 
X3  
Persamaan di atas menunjukkan bahwa :  
(1) Nilai konstanta = -3,201; artinya bahwa dengan menganggap variabel 
independent constant, maka nilai penerimaan pajak kendaraan bermotor 
akan turun 62.670.846.486,304 satuan;   
(2) Penambahan nilai variabel jumlah penduduk (X1) sebesar 1 satuan akan 
menurunkan nilai penerimaan pajak kendaraan bermotor sebesar 
176.379,889 satuan dengan asumsi variabel lain tetap. 
(3) Penambahan nilai variabel jenis kendaraan bermotor (X2) sebesar 1 satuan 
akan meningkatkan nilai penerimaan pajak kendaraan bermotor sebesar 
1.960.946,930 satuan dengan asumsi variabel lain tetap. 
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(4) Penambahan nilai variabel pendapatan perkapita (X3) sebesar 1 satuan akan 
meningkatkan nilai penerimaan pajak kendaraan bermotor sebesar 279,027 
satuan dengan asumsi variabel lain tetap.  
Besarnya hubungan antar variabel dapat diketahui dengan melihat angka 
koefisien korelasi (R).  Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa nilai R = 0,996. 
Hasil ini berarti bahwa hubungan antara jumlah penduduk (X1), jenis kendaraan 
bermotor (X2) dan pendapatan perkapita (X3) terhadap penerimaan pajak 
kendaraan bermotor (Y) adalah sangat erat. 
Kemudian nilai R2 (koefisien determinasi) menunjukkan besarnya 
kontribusi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam 
sebuah model. Hasil perhitungan yang disajikan pada tabel di atas menunjukkan 
nilai R2 = 0,992. Hal ini berarti bahwa sebesar 99,2 % variasi naik turunnya 
penerimaan pajak kendaraan bermotor (Y) ditentukan atau dipengaruhi oleh 
jumlah penduduk (X1), jenis kendaraan bermotor (X2) dan pendapatan perkapita 
(X3). Sedangkan sisanya sebesar 0,8 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 
diteliti atau tidak masuk dalam model ini. 
 
2.  Pengujian Secara Simultan (Uji-F) 
Pengujian secara simultan (Uji-F) digunakan untuk menguji signikansi 
pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Teknik pengujiannya 
dilakukan dengan cara membandingkan nilai F hitung dengan nilai Ftabel pada taraf 
signifikansi 0,05 dan taraf kepercayaan (level of confidence) sebesar 95%. 
 Berkaitan dengan hasil perhitungan analisis regresi linear berganda yang 
disajikan pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai Fhitung lebih besar dari 
nilai Ftabel (239,458 > 4,76), dan nilai signifikansi hitung (sig) = 0,000 yang lebih 
kecil dari nilai α = 0,05. Hasil ini membuktikan bahwa secara simultan atau 
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bersama-sama variabel jumlah penduduk (X1), jenis kendaraan bermotor (X2) 
dan pendapatan perkapita (X3) mempunyai pengaruh signifikan terhadap 
penerimaan pajak kendaraan bermotor (Y) di Kabupaten Pangkep. 
 
3. Pengujian Secara Parsial (Uji-t) 
Pengujian secara parsial (Uji-t) digunakan untuk menguji pengaruh 
variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial atau secara individual, 
dan dapat pula digunakan untuk melihat pengaruh variabel bebas yang paling 
dominan. Secara teknis pengujiannya dilakukan dengan membandingkan nilai 
thitung dengan nilai ttabel pada taraf signifikansi α = 0,05. Berdasarkan hasil 
perhitungan pada lampiran, maka hasil pengujian secara parsial (uji-t) dapat 
disajikan pada tabel berikut. 
 
Tabel 5.7. 
Hasil Pengujian Secara Parsial (Uji-t) 
No. Variabel Nilai thitung Sig. Kesimpulan 
1. Pnddk (X1) -4,281 0,005 Signifikan 
2. Jkb (X2) 7,575 0,000 Signifikan 
3. Pkpita (X3) -3,413 0,014 Signifikan 
 ttabel = 2,365 
n     = 10 
α     = 0,05 
Sumber : Data primer diolah, 2014. 
 
Hasil pengujian secara parsial (uji-t) yang dirangkum pada tabel di atas 
dapat dijelaskan sebagai berikut:  
(1) Nilai t-hitung variabel jumlah penduduk (X1), lebih kecil dari nilai t-tabel (-4,281 > 
2,365) dan nilai signifikansinya (sig.) lebih besar dari  yang disyaratkan 
(0,005 < 0,05). Hasil ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh 
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signifikan dan negatif terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di 
Kabupaten Pangkep. 
(2) Nilai t-hitung variabel jenis kendaraan bermotor (X2), lebih besar dari nilai t-tabel 
(7,575 > 2,365) dan nilai signifikansinya (sig.) lebih kecil dari  yang 
disyaratkan (0,000 < 0,05). Hasil ini menunjukkan bahwa jenis kendaraan 
bermotor  berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan 
bermotor di Kabupaten Pangkep. 
(3) Nilai t-hitung variabel pendapatan perkapita (X3), lebih besar dari nilai t-tabel (-
3,413 > 2,365) dan nilai signifikansinya (sig.) lebih kecil dari  yang 
disyaratkan (0,014 < 0,05). Hasil ini menunjukkan bahwa pendapatan 
perkapita berpengaruh signifikan dan negatif terhadap penerimaan pajak 
kendaraan bermotor di Kabupaten Pangkep. 
Kriteria dalam menentukan variabel yang dominan merujuk pada variabel 
yang mempunyai nilai thitung yang lebih besar dibanding variabel lain dalam 
penelitian ini. Berdasarkan hal tersebut, maka variabel jenis kendaraan bermotor 
(X2) mempunyai nilai thitung yang lebih besar jika dibandingkan dengan variabel 
lain, yaitu sebesar 7,575. Artinya variabel jenis kendaraan bermotor merupakan 
variabel paling dominan pengaruhnya terhadap penerimaan pajak kendaraan 
bermotor di Kabupaten Pangkep. 
Sesuai dengan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat 
diinterpretasikan sebagai berikut: 
1. Nilai R = 0,996 berarti bahwa hubungan antara jumlah penduduk (X1), jenis 
kendaraan bermotor (X2) dan pendapatan perkapita (X3) terhadap 
penerimaan pajak kendaraan bermotor (Y) adalah sangat erat karena nilai R 
mendekati satu. 
78 
2. Nilai R2 = 0,992 berarti bahwa sebesar 99,2 % variasi naik turunnya 
penerimaan pajak kendaraan bermotor (Y) ditentukan atau dipengaruhi oleh 
jumlah penduduk (X1), jenis kendaraan bermotor (X2) dan pendapatan 
perkapita (X3). Sedangkan sisanya sebesar 0,8 % dipengaruhi oleh variabel 
lain yang tidak diteliti atau tidak masuk dalam model ini. 
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BAB  V 
PENUTUP 
 
A.  Kesimpulan  
Sesuai dengan uraian pada bab pembahasan, maka selanjutnya 
dikemukakan kesimpulan sebagai berikut: 
1. Jumlah penduduk berpengaruh signifikan dan negatif terhadap penerimaan 
pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Pangkep.  
2. Jenis kendaraan bermotor  berpengaruh signifikan terhadap penerimaan 
pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Pangkep.. 
3. Pendapatan perkapita berpengaruh signifikan dan negatif terhadap 
penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Pangkep.  
 
B.  Saran  
Berkaitan dengan pembahasan dan kesimpulan tersebut, maka 
dikemukakan saran-saran sebagai berikut: 
1. Untuk lebih meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor, sebaiknya 
DPKD (Dinas Pengelola Keuangan Daerah) Kabupaten Pangkep lebih efektif 
dalam menerima pajak kendaraan tersebut. Seperti meningkatkan servis 
dalam proses pembayaran pajak kendaraan bermotor atau melakukan 
sosialisasi secara merata mengenai kewajiban wajib pajak.  
2. Sebaiknya pengelola penerima pajak kendaraan bermotor lebih intensif. 
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LAMPIRAN: 
 
Regression 
 
Descriptive Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
Pajak Kendaraan Bermotor 
11305048819,4
000 
4839167700,67
680 
10 
Penduduk 305972,0000 30097,37663 10 
Jenis Kendaraan Bermotor 67268,3000 5655,76736 10 
Pendapatan Perkapita 14215000,0000 4960289,53008 10 
 
 
 
Correlations 
 Pajak 
Kendaraan 
Bermotor 
Penduduk Jenis 
Kendaraan 
Bermotor 
Pendapatan 
Perkapita 
Pearson Correlation 
Pajak Kendaraan Bermotor 1,000 ,945 ,983 ,780 
Penduduk ,945 1,000 ,982 ,725 
Jenis Kendaraan Bermotor ,983 ,982 1,000 ,813 
Pendapatan Perkapita ,780 ,725 ,813 1,000 
Sig. (1-tailed) 
Pajak Kendaraan Bermotor . ,000 ,000 ,004 
Penduduk ,000 . ,000 ,009 
Jenis Kendaraan Bermotor ,000 ,000 . ,002 
Pendapatan Perkapita ,004 ,009 ,002 . 
N 
Pajak Kendaraan Bermotor 10 10 10 10 
Penduduk 10 10 10 10 
Jenis Kendaraan Bermotor 10 10 10 10 
Pendapatan Perkapita 10 10 10 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
80 
Variables Entered/Removeda 
Model Variables 
Entered 
Variables 
Removed 
Method 
1 
Pendapatan 
Perkapita, 
Penduduk, 
Jenis 
Kendaraan 
Bermotorb 
. Enter 
a. Dependent Variable: Pajak Kendaraan Bermotor 
b. All requested variables entered. 
 
 
Model Summaryb 
Model R R 
Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error 
of the 
Estimate 
Change Statistics 
R Square 
Change 
F Change df1 df2 Sig. F 
Change 
1 
,996a ,992 ,988 53939992
6,64716 
,992 239,458 3 6 ,000 
a. Predictors: (Constant), Pendapatan Perkapita, Penduduk, Jenis Kendaraan Bermotor 
b. Dependent Variable: Pajak Kendaraan Bermotor 
 
 
ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 
2090121826322
60100000,000 
3 6967072754408
6700000,000 
239,458 ,000b 
Residual 
1745713685201
757440,000 
6 2909522808669
59490,000 
  
Total 
2107578963174
61860000,000 
9    
a. Dependent Variable: Pajak Kendaraan Bermotor 
b. Predictors: (Constant), Pendapatan Perkapita, Penduduk, Jenis Kendaraan Bermotor 
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Coefficientsa 
Model Unstandardized Coefficients Standardize
d 
Coefficients 
t Sig
. 
95,0% Confidence Interval 
for B 
Collinearity 
Statistics 
B Std. Error Beta Lower 
Bound 
Upper 
Bound 
Tole-
ranc
e 
VIF 
1 
(Constant) 
-
62670846486,304 
4733830405,86
2 
 
-
13,239 
,000 -
74254112207,
718 
-
5108758076
4,889 
  
Penduduk 
-176379,889 41202,797 -1,097 -4,281 ,005 -277199,501 -75560,277 ,021 47,57
0 
Jenis 
Kendaraan 
Bermotor 
1960946,930 258877,371 2,292 7,575 ,000 1327496,822 2594397,03
7 
,015 66,31
2 
Pendapatan 
Perkapita 
-279,027 81,758 -,286 -3,413 ,014 -479,080 -78,973 ,197 5,087 
a. Dependent Variable: Pajak Kendaraan Bermotor 
 
 
Collinearity Diagnosticsa 
Model Dimension Eigenvalue Condition 
Index 
Variance Proportions 
(Constant) Penduduk Jenis 
Kendaraan 
Bermotor 
Pendapatan 
Perkapita 
1 
1 3,938 1,000 ,00 ,00 ,00 ,00 
2 ,060 8,126 ,00 ,00 ,00 ,24 
3 ,003 38,227 ,25 ,03 ,00 ,22 
4 6,085E-005 254,374 ,75 ,97 1,00 ,55 
a. Dependent Variable: Pajak Kendaraan Bermotor 
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Residuals Statisticsa 
 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value 
6643904512,
0000 
20514461696
,0000 
11305048819
,4000 
4819084544,
60272 
10 
Std. Predicted Value -,967 1,911 ,000 1,000 10 
Standard Error of 
Predicted Value 
211788240,0
00 
538831680,0
00 
325038524,4
89 
109193355,2
36 
10 
Adjusted Predicted 
Value 
6374708224,
0000 
20977055744
,0000 
10209139426
,3839 
4346001632,
62889 
10 
Residual 
-
552653632,0
0000 
955298112,0
0000 
,00001 440418195,8
6006 
10 
Std. Residual -1,025 1,771 ,000 ,816 10 
Stud. Residual -2,254 2,087 ,002 1,234 10 
Deleted Residual 
-
3046677504,
00000 
13174116352
,00000 
1095909393,
01612 
4395701745,
43746 
10 
Stud. Deleted Residual -5,257 3,640 -,144 2,238 10 
Mahal. Distance ,487 8,081 2,700 2,579 10 
Cook's Distance ,000 148,815 15,631 46,842 10 
Centered Leverage 
Value 
,054 ,898 ,300 ,287 10 
a. Dependent Variable: Pajak Kendaraan Bermotor 
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